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BAB I

PENDAHI,LUAN

Latar B€lakang

Jaian merupakan hal yang tak rerpisahlan dari sejarah umal manusia. Bahkan, keberadaa-a

jalan bisa ditelusuri scjauh trrdapat mahluk )ang ber1alan maupun merangkak.r Jalar

men;-ebabkan manusia di dunia bisa berkelana di muka bumi- Bukan han)a manusia. jalan

juga menjadi perantara bagi hen;an henan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan makanan

dan air.r Pct.'r Kendrick (el.al) dalrm bukunla Rodt'ork Iheon and proctitt

m!'nggirmbarkan perkembangan sejarah jalan l ang bisa dilacek lcberadaannr a secara hist'rn;

pad] ranran bangsa Samaria selrtar i000en tchun S\l ' I cbrh lantut. ,liruniukkan iu-l':

renlJng pcrLembangan jalan pada beherapa peradaban bcsar dLrnia temrasuk Cirino deng.:-r

.latan suleaanlx. le\uisaran Persia- India den peradaban heser lainnl'cr Dari latar historl;

terschut. bisa ditarik suatu kcsimpulan bah\\rialltn mcnriltLt pcranan lang sangat signitiker

heui lct'crlenr.unr:.rn nt.rhluk hiJup

Sriri,r-r Jcngan ditemul.cnnla roda. pcran jllan mcnjaJi scmckin signiliLan. Segale bcnlul'

keciatan nranusia hampir pasti aiian berkaitan denean dua hal ini \lulai dari k=giatar

pcrcionomiun. kcgialan pendidikan. sena kegiatan sos,ol lainnla mcng-qunalan prasaraill

talan untuk pt n ecnr bangannl a Perpaduan jalan dan rotla telah ntcntanlarkm mlnu.t.t

menu-iu peradcban yang lebrh tinggi i Dus. jalan ridak scke,-lar memilili makna dan i'ungsi

.chr-rai presarana transponasr belaka \ielarnJian. jalan luga herllngsi seba{ai prasrranr

Jxl.rm menunian-r e\spresi kulturll. sosial. kebebba;an hcreLrpresi dan politrk. Ilal rnr

sc! og] an) a nrcniadikan pengaturan jalan juga haru. .lilunj.'ng J.rrsJn Per:Fckli!- !arn ierti-i!1'-

,ai;n

Dalam konteks negara. lalan merupakan alat bagi negara unluk mcsujudkan tujuan neger.r

\anc beragam. Sekaligus. .ialan merupakan mekanisme penai.lssrn alas heberapa hak !en!:

drmrliki erlch rrarga ncgara. Sebagai nesara keseiahteraan- lndoncsia juga nremiliki langgung

la\\ab konstitusional uDtuk nlc\\ujudkan k.sejahterean \\arga nesaran)a Setldakn)a. hal inr

L Herbcn Rernhold lacobson. .l Hrhlr' ol RouJs l:ron .lturnt lt"rr' a, The .rktor.lg?- \laster th€tr:.
Georgia School olTechnolog] .\rlrnt!- Georgra l9l0 Hal I

' Ibrd
' Per.r t(endnct. \lalcolnr Copson. Srete Beftsford, Paul Uccornrrcl.,R'u,i'.r* Thlo^ dhl Prdcllc! EJtst

1,. linrr. Else\ier. UK.200.1. Hal l.

'Herben Reinhold Jacobson. (h ('II Hxl i



bisa dilihat pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah dua

dari tujuan bemegara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

baagsa- Selain itu, rangkaian rumusan hak asasi juga menyiratkan adanya tanggung jawab

negam untuk mernenuhinya. Pengaturan tentang jalan merupakan bagian dari ikhtiar negara

unmk mewujudkan nrjuan bemegara tersebut.

Pemerinuh Kota Surabaya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik lndonesia

memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan jalan sesuai dengan proporsi kervenangan

yang dimilikinya, Sebagai nrrunan atas prinsip negara hukum, maka kewenangan tersebut

diwujudkan dalam pengaturan pa.da peraturan daerah. Hal ini setidal-nya dilao,larkan tada

dua hal- Penama menberikaa pembatasan supaya kewenangan p€ngaturdn ja.lal tidak

digunakan secara sewenang-\l'enang. Kedua- hal ini memberikan perlinCungan kepatia uarga

negara sena menjamin perlindungan lersebul. Perlindungan dan pemenuhan hak $arga

ncgara atas jalan alian membuka peluang bagi terpenuhinya hali hali uarga negara -vang

lainnla.

Jalan Kota memiliki karakteristik tersendiri Iang membedaliarurl a dengan Jala'r perdesaan

misalnla. Kelas jalan halusla} disesuaikan dengan fungsi jalan- desair, ser"e dinamika

masyarakal perkotaan.6 Jalan di kora mcmiliki karakteristik interkoneksi )ang

menghubungkan antara satu zona dengan zona lain.? Dengan kata Iarn, berbicara renrangJalan

rr,alia pengambil kebijalian juga perlu rr,einpertiinbar,gli.an aspck kulturai dan sosial dikaiii,ar,

dengan penataan ruang.

Saet ini- Pemerintah K-ola SurabaJa telah memiliki peraturan daerah tentang p€ngaturai jalan

melalui Peraturan Daerai Nomor l0 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan. Pada

bagian lonsiderar dinlatalian bahua pengaturan pcrda tersebui ditululian unruli peningiJlan

pelayanan bagi maslarakat supala tercipta kereniban, keamanan. keselarnatan serta

penegakar disiplin dalam berlalu lintas.s Selain itu, pada bagian mengingat, rerdapar

sejumlah peraturan perundang undangan yang menjadi rujukan bagi perda tersebut.

Pada tataran undang undang. setidakn)a terdapat empat uDdang undang yang dijadikan

acuan. Dua diantaranya, secara spesifik berkait langsung dengan pengaturan jalan yairu

u Leyland, Jo and van Esch, Uilma ldp,oring )nz5s ta Llbdn Roadt. Bisa dia*ses melalui
hftp://wsw unhabirat-org/HDft dv4n2/forum.htm#

3 Konsideran menimbang huruf a Peraturan Daerah Nomor I0 Tahun 2000 Tentan8 Kelentuan Penggunan
lalan



Undang Undang Nornor l3 Tahun 1980 tentang Jalan daD Undang Undang Nomor 14 Tahun

1992 rentang Lalu Lintas dan Angkutar lalan Di iingkatan peraruran pemerintah' trdapat

dua p€raiuran pemerintah yang juga merupakan h[ulraD atau peiaturan pelal6aDa dari dua

undang undang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan

danPelaturanPemerinuhNomor43tahunlgg]tentangPrasaranadanlaluLintasJalan.

Jika dilihat dari sisi waktu pembuatan, maka Perda tenlaDg kelenruan jalan dibuat kurang

lebiht6tahunanterhitungsejaktahun2000.sedangkarlperanuanp€rundanganyang

di.iadikan rujukan perda memiliki usia yang jauh melampaui rvakru pembuatannya yaitu

sekirar 36 tahunan dan 24 tahunan.

Perubahan perafuran penurdang undangan tentang jalan pada level undang undang teriadi

pada tahun 2004 dengan dikelua.rkannya Undang Undang Nomor J8 Tahun 20M te[tang

Jalan seba-lai pengganti UU I i/1980' Pada bagian konsiderarr menimbang huruf e disebutkan

oah\\a UU lll1980 sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan global

Selain itu. parla tahun 1009. drtemplan L ndirng Uod;ur-: \omor ll )ang mensatur tenEng

Lalu Lintas dan Angliutan Jalan sebagai Pengganri dari W l+n992 Senada dengan UU

te:rtang Jalan, maka perubahan lang terjadi lebih disebabkan kalena adanya trultutan

perubahan akibat perkembangan lingkungan baik yalg sifatnya nasional maupun

inremasional. Disamping itu' pada poin d dir;-atakan t'ahrva UU ! 4i lcql sudah ridak mampu

lagi mengakcmodir perubahan kondisi yang terjadi'

Perubahan pengaturan tentang jalan melalui dua UU tersebut menyiratkar adanl a perubahan

perubahan yang harus diakomodasi pcmbuet undang undang' Perubahan rni tenru saja akan

berpengaruh pada pemturan peruldangar lang lainnla- terlebih )eng secarJ hirarkis berada

diba*ah,r-va. Hal inilah ;-ang menjadikan kajian dan evaluasr terhadap keberadaan perda Kota

Surabaya tentang Ketentuan Penggunaan Jalan menjadi relevan Demi paipuman-va kajian'

maka berbagai pendekatan kajian juga dilakukan'

idetrtifikasi PermasrlahaD

Jalan, menurur UU 38/2004, adalah prasarana tlansportasi darat )ang meliPuti segala bagian

jalan. termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapann;-a yang diperuntukkal bagi lalu

hntas. Jang berada pada permukaan tanah di atas permukaal tanah' di barvah permukaan

taaah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori' dan jalan



kabele }lcngingal Feran vital dari l3lan- maka negam berusaha untuk menyeimbangkan

berbagai kcpenringa-r )ang terkait Cengan jalan, Salah satu ke\vajiban negara terkait hal ini

adalah membuat pen-laturan sesuai dengan proporsi kervecangam.va.

Keuenangan pemeriotahan kota lerkai, denganjalan adalah dalam hal pen) elenggaman jalan.

Peny-elenggaraan jalan merupakan kegialan pemerintah lang melingkupi pengaturan,

pembinaan. pemban5:unan- dan pengauasan jalan.l0 Kernenangan ini didapat secara al butif

melalui beberapa pa-sa. lang ada dalam UU -18.']2001. Secara spesifik- UU i8/2004 menyebul

ke\\enanean Pemeriotah Kota dalam hal penvelenggaraan j:rlan terbatas pada jalan kota,rl

Dalam pasal 9 r\at (i) LLI iS'lODl dischutkan bahua lang dimalsuJ jalan kota adalah

adalah jala.r umum lalam srstem laringan jalan sekunder l ang menghubungkan anlar pusat

pclaT anan rlalam kot.r. menghubung'.an ptrsat peial-anan dengan oersrl- menghubungkan antar

parsil- sena mer:ghu:ungkan antarpusrt permukiman rang berada di dalam kota Selain itu.

Llelerr pcnjelasan dir-l rtaken bahua jclan kcta adalah jalan l ang b.rJ,la Jr dalam daerah kota

\rn-[ bcrsrlJl otonaEr set,J-ealmJn3 d: iLsud ialam undang-undan-! lentan_l pemeinrahan

Jacrrh I I)cng-rrt itn::kian- llrt:.rn rnr .ri'.rn m:mbai.i:r ,irfi prJ.r Lcrrcnangan pemerintah

kota dalanr kailannla dengan oen) ('l.nggara:n jalan kota

Beherapa masalah vang al:f,n dielaborasi paCa kajian ini meliputi:

a. .\pa ke\\enanqan Pemerinlah Kota Surabila dala'n J'enleleng,.:araan.;alan?

b. Apakah Pemcnntah Kota Surabala sudah memiliki peraturan daerah tentangjalan?

c. Sejauh rnana:uang lingkup Pcreturen daerih K(rla Surrbr\r tr'ntingjalan kota?

d .rrpa sala hal ..'ang seirarusn\ a diatur dalam perdf, Kolf, Sumba\ r tentang Jalan kota?

B. Tuiuai dan Kcgunarn \:rsl:ah .tkaCernik

Dalam proses perancangan legislasi rle.gir/ctile 7rlorr) dimana naskah akademik termasuk

didalamnl a. terdapar uraian lentane perm;s:lahan pennasalahan \ ang meniaJi perhatian dan

keburuhan masyarakal Iang nanrr akan dikaji secara lebih spesitik.': Schin itu. terdapal juga

potensi potensi solusl ]ing rele\an Jcngan p:mrrsalahan discnar ,lengan tasaran solnsi lang

' l-rhrr pasrl I angkr I t.r I Nomo. lE I rhur :r)lll l::nt3ng Jalan
' Lihat pasal I angtr 8 t L \oaor i8 liihun 100.1 renunE Jalan

" Lit'ar pasat t6 a\ar 2 LrU \omor l8 Tohun :00.r re':rang Jalan.

'r Lrhat Penjelasan pasal I a\ar r5) Nonror I8 Trhun :00.r renrang Jalan
' Iielen Xanrhalr. lds^,"t!.! Dnlfutry .1 a!\' itb Jnltplulc ot 1,., a 1,,,. dalan IALS Sludenl Laq Reric$.

\,(rlumc I. lssue l. Aulunn l0ll llrl rq



lnlin.g rcla\an 't Ta.taran solusi rersrbrll jtlga (lisenai dengan an:tlisa nranfaal drn mttdharal

dari pclaksanuan peraturan pcrundangan ) ang akan dibuat l!

secara nonnaril. naskah akademik merupakan hal )ang tak lerpisahkan dalarn pembuatan

pcraluran daerah.r6 Naskah akademik nrenjadi prasyarat dalam pembentukan peraluran

daerah, \askah akademik ini menjadi olorisasi llnlag keilmuan atas kebijakan pemerintahan

dacr,rh lang drkemas dalam percturan daerah Tak terkecuali rlalam hal pengaturan jalan di

Kota Surabala. Hal ini rncnjadi dasar ilmiah dan kervajiban normatii bagi perencanaan

perarurJn Jr..ah tcntang iuhn sciali-lus sebagai indikator obiclli\ilas terhadap kebijakan

yung dientbil Dcngan tJcrniliun. t!'rdJpat ukurun nonnatrf \alrg bisa diladikan acuan bagi

siaplpun r anu ctrrtc't'r tr tcrhadap p-mlcsalahan spesilik ini'

\tcnurul .\nD sciJman ct.al.. pclnbuxran nlskah akaciemii mt-miiiki riga tujrun.'t Penum"'

ne:(rh lLerlcmik Jkxn rrrcrl]tc kirn l)cml,cilirl) g:rrrnri nrgi proici pcngambilan kepulusan

Jalanr pcnrhultan ranclnsan pcriluririi pcrunJani 'r;rJ:rngrr'' 
Kedua' naskah akadentrL

r:trnr..l,r\uI ..,1!.rr r!1r f.!.r y.rr-:r!-ri' '-.n;"Ji ^jlurru\ l'rai p3m pcrumus pcraloreD

pcnrnJ. rg rrnilJn':en ullttr'i nrrrl'usun i'ulli huLil Jjn Ill.nlu:un:iriiLiur aturannlc K'li3J-

pcn\ujunall nJSkilh JkJJ.tlliL rken mcuthrnltr untul' i::inir.iila;i bahsa penl'usunan p:s:l

plsaldalcm suatu pcrllur.rn Pcrnndang tlndengcn telah rJilaktrkon icclra logis'

I crrkhir- pcnlusrrnan lrlsI..rh rkrrJcnril ini 'lcrlrlrkrn '"'t'ltutt :ina qlra rlrrrr bagi

pcn\ u5ituJn rancanlrun pcraturan ilacrah Kola Surai'ala Icntang jalan'

C. \Iclode Penrusun:rn \aslirh lkxdemlk

\askoh al'adcrlik ini ,]r:t:run nrcnurut kaidrh llrdlh ilrrilrh lang berlaku dalam srudi

hukunt Iehlpen 
'pcnenrl rJ_Li'rh tl::lalux:n lJll:l:lll:rl i'fil:lsalahan Dalanr usaha

nrengiJentilikasi lannrsxlrh.xr_ tirrl Pt ellli nrcnsgunri\irn L'uirn puslaka sena melakukan

rcmu diskusi denr,lan pora Srtuan Kerja Pcrangkil D'r'rah iSKi'D) sena Anggola [)c\ran

l,cnrakilan Raklat Dacrah {l)PRD) Kotr Surabara unlul nremhuirt daliar permasalahan apa

saia lang dilradapi oleh nrercka' Ilasil hasil dari ranskatan pcncmuirn dan kajian pu:laka

tcr.thrrt untrtk'el.tttlr.tttr :r.rl:rrt'lrrrtr tntat t:ir:i

l,har P0ral 6l /,) Prsal a6_61 L L nomor ll Inhun l0ll renrxn-! P' rh'nru\'rn P'nlunn Perurdans

i'i"^'i*.r). *.0"* u scrJnrJr'. \Jhn iba\e:Itre' lr{d/']/r'r 
'?'tllt'! 

nn Dt'k\tdrc Sacut (hd|s! 't

,,.,*r,,. O"r,... Xf """r 
l-r$ lnl:r]rnrn'l' Ihc lirgue'l00l lirl S6
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Sctclah rtu akan dilakukin upara inrcntarisasi aturan hukunt )ang terkail dengarl

pi'rnr1lsillxhan ini Aruran hukum ini diinlentarisasi mulai dari hirarki tertinggi sampai dengan

hirark rang lerendah Ireoorcrt selanjuln-'a terhadap aturan ini adalah mengkajinla.ecara

mendrlanr untuk melihal apakah terirhat iionsrslensr alaupun irl.onslstensi antat llurcn

t!'rs!'bil Sel in itu. dilakukan kajian secara horisontal antar peratu:an perundang undangen

unrk nrelihct apakah lerdapal pencntangan alau keharmonisan diantam pereturan

fcrun,lan-!irn \ arr: Jda t.'rsahul.

Sclcnturrr\ . hasi Laiian ukan didiskusikan laei untuk ntendapatlan masukan Can pihrl

Jrh:rL l.riu 1ln-r lcrlait Jrn bcrlonrpclcn tcrhadep pcr.rturan daerah lang a]ian dibuat

\lasul,an dun lritil s:rn3at Jrperlukan hagi penlcnpum.un ilrali akhir dari pene itiln reng

erhrr.rt.

tcruk':rr. Jihl,rrlrr itntuhen rLhi: tsrhrJep 1.'nclnren lang Jibuat sekahgus Jihu.rt

rrlrurnltJn prririurrn decrahttrl. I'cnibi;utan 
'_.rnairnlJn ntraluran daerah nanlin\a diseiuillkirn

acn!.! r L.:l'.!:rh r,'-r:.:li! 'ch.:::r:r::nt suJrh Ji::tarii3:1 .J:l:m peroturen pcrundan! undrngen

\.rn! nrin_!irtrrr lanl.ln! farlhclrr,liilr atr.ii,irliii J,cn,nJ-rng iinJ.ingan ;ang berlalu.



BAB II

KAJIAT\* TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini akan mcnguraikan beixrapa konsep kunci dalam naskah akademik ini )ang terkait

dengan dan di-[unakan dalam rancangan peraturan daerah tentang jalan Konsep kunci 1'ang

akan digunakan terdiri dari tiga kons.p -besar' yaitu "hak asasi mantlsil"- "kedaulatan

raklaa dan--negara hukum". Selain itu lerCapal konsep lain yang lebih spesilik 1"aitu

k.\\enangan Kola Surabala Calam pembuatan Perda tentangjalan-

Tcrkait dcngan praktik empirik. bab iru alian mengelaborasi perihal pralilik pcncraPan

peraturan daerah tenlangjalan di Kora Surebala dar di heberapa Kota lainnla

A, Kedaulalan Rakyai dan Hak Asasi lhousia;

Dalam pcrspektil- selerah. ide tenteng kejJulatan raklat seringkali dinisbatkcn peda masir

Yuninl kunr) \'unani kunolah \iln! Llilnqqap sebagai peletak dasar bagi kehrdupan negara

r.rn: Jcrn,,ir.rtr- StriJ.ri'r'11.r-Ir:.ri.r-.rli'-rl:r'.ii'I')J-dcn'_k'-rllo_i-memangberasal dari era

!.:rsrhut.ir \enrrrn flrllanla- poln p.'mcrint,"han vang senlPa dengan apa yan! t'erlak'! !:1i

\rhena {\'unani kuno) )aitu pemerintahan herbentuk majelislassembll'-based lov:rnntenrsl

sudah dipr]!'Iilkan pada milineum ketiga stbelum masehi dalam peradaban \lesoFx'lami3 r'

Denrikian pL,la Ientane angeaPan hlhsl nola dcmokrasi Iang dlteraPkan PaJa era lerseorl

samr denlan praktik demokrasi lan-e ideal hari ini' belum bisa dikatakan sepenuhn-va benar

sctid.rkn\a- t,.berai)a penii|ij n1e ntr..LrI,^:n L.ltJt]n atas praktik demokasi di Athena -vang

bisa icdi iauh dari kondisr ideal

Dari .i:r p, ri:trlahan- hcbtrepa pcng\'rir Jc:r"kr'r'i menvebulkan bahwa terma demos drn

irotr,., tiJallrh nremilikr n)alnr Jen()trlil pemenntrhan oieh raklat dalam kondrsi lang idea!

dimana 1*_mcrintahan tersebul berlangsung den'lan penuh pertimbangan nalar dan

iilaksanakan denean cara cara rang di',nai t'ermartai'at 
ln ivleiail*atr' fiakna pinicrint"l''Jli

disitu identik dengan -genrmbolan (,rob) )ang menihki ptrilaku perilaku yang sangal klrat

egois- tlen pcnuh ketidakkonsistenan 
ll

tr Bemrrd Crck. Dutt, nt\ d1?\'short nt^)ductlo' (o\tord I nl\'rirr)- Press) New Yorl 200l hal I

'" i,." ,tr"-*,. .t,1,.*, n Don.ret o Sdtcebo,r. (Bloomsbun Publishing). London. 20l5. hal l'
r" Bemrrd Cn.t. ()," Cx hrl I



Selain iru, dalam praktiknya, pemerintahan yang ada pada zaman tercebut juga bersifat

exclusive. Hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan hanya ada pada orang orang

te(enru tanpa melibatkan segolongan yang lain. Wanita tidak pemah menjadi sutrjek dalan

demokasi di Atlrena-2r Demikian pula budak budak yangjumlahnya sangat banyak, mereka

tidak menjadi bagian kehidupan "demokratis' Atlrena2r Bahkan, kegiatan perdagangan

budak menjadi salah satu sumber puldi ura&a bagi masyarakat Athena2{ Divmping itu,

Pemerintahan Athena juga absen dalam memprcmosikan perdamaian sebagaimana yang

dicirakan demokasi hari id,2! Bahkan, pemerintahan Athena seringliali terlibat dalam

peperangan melawan negara ko,a yang lainnya26 Dengan demikian, model demokrasi Mena

belumlah merupakan prototype bagi kehidupan dernokrasi hari ini. Namun sumbangan

kese.iarahan A$ena retaplah menjadi penting bagi perkembangan demokasi- Dalam

perkembangannya, denrokrasi mengalami kritik dan mencoba memptrbaiki secara intemal

problem inheren lang ada p3da dirin)a

Joseph Schumpeter memberikar pengertlan demokrasi dalam malna klasiknya ya i " .. the

Lle oc'rdtiL fiethad is rhar instiiui;otial orrangemenl fot arriting ot polilical decisions ..lhich

reuli:es the common good by making the people itself decide issues through the election of

inditiduuls vho are to assemble in order to carry out ils will'.21 Dengan demikiaa,

kedaulatan rakyat itu terefleksikan pada dua hal yaitu proses dan tujuan. Terkait dengan

proses. tersedia mekanisrne untuk men;arnin bahwa kedaulatar rak\at akan rercermii melalui

wakil yang dipilih dalarn merepresentasikafl kepentingan pihak yang di\rakili (rakyat). Jika

dikaitkan dengan tujuan, maka demokrasi haruslah mampu mewujudkan common good

(bonum commune) yaitu kebaikan dan kesejahteraan bagi semua.

Denrokrasi mengardung nrlai lang panisipatif. Proses yang partisipatif mengandaikan

adanya keterlibatan secara subslansial dari rvarga dalarn perurnrlsan kebijakan publ& Terkart

dengan pengaturan jalan. *arga juga harus mendapa&an akses seluas luasnya untuk dapat

terlibat dalam tiap tahapan pengaruran jalan temasuk dalam hal evaluasi. Pelibatan tersebut.

semata karena warga jugalah nantinla lang akan lerimbas dari penerapan pengaturan itu.

?: Luca Asmonri, op Cn. hal 2

I Joseph Schumpeter, Copitolisn, Soc@lsd, ond Denocroq, dalam Roben A Dahl etal., The Dehocrac)
sourc€bor,t, The MIT Press, Massachusets,2003. hal. 5.



Pen)risunan naskah akademik terkait jalan ini juga membuka Peluang tenebut dengan

membuka ruang komunikasi dengan segala Pemaogku kepentingan'

proses deliberasi bertujuan unnrk menghasilkan pemikiran terbaik yang dilandaskan

argumentasi dan bukti yang reliabel. Dalam hal penggunaan jalan' setiap masukar pemikiran

dad warga diharapkal bisa seiring dengan kebuhfian dari warga inr sendiri Dengan

demikian, ruh kedautaran r.akyat bisa termanifestasikan dengan cara menyambungkan pilihan

kebijakan yang ada pada rakyat unnrk dikemas dalam bennlk kebijaka'r pubtik 2t Pula

kebijakan yang diambil nantinya bisa berimbas pada peningkatan kesejahleraan warga

Aspek lain, yang juga sangat penting unnrk didiskusikan dan sangar berkait dengan

kedaularan ralyar adalah hak asasi manusia- Hak asasi manusia (HAll) meruPakan hak -vang

rerberi karena 'Sigmtas yang arla secara inhercn pada diri manusia 
le Dimensi teologis hak

asasi manusia menjadikan manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki derajat kemanabatan

)ang berbeda dengan mahlut Tuian yang lain Untuk itulah' maka penghormatan'

perlindungan dan pemenuhao arasn.va merupakan hal yang menjadi sebuah keharusan terlcbih

bagi negara.

Hak asasi meliputi sPektrum yang sangat luas yaitu hak siPil politik' hak ekonomi' sosial dar

budaya. Hak sipil Politik didalamnya memuat hak untuk hidup' hak unnrk ridak disiksa hak

untuk behas bereksPresi SemenBra rnr. didalam hak ekonomi sosial budaya termuat hali atas

pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan serta hak jaminan sosial 
s0 Secara hukum'

hak-ha-k :ersebut meng:kal sebagian trsar aegara termasuk lndcnesia- Hrl ini Cr'keren:krn

hak hak tersebut sudah menjadi bagian dari hukum intemasional yang sudah diinteg&sikan

kedalam hulium nasional Penginregrasian hukum intemasional kedalam hukum nasional

menganCaikan adanya kepo'.ulan unnrli melaksanakan substansi yang ada didaiamnla'

Beberapa prinsip dalam hal asasi malusia meugandaikan bahwa hak asasi anlara sani dengan

lang lain tak bisa dipisahkan (indiyrsiDle) dan saling bergantung (interdependent\ MeskiPtn

tidak secara eksplisit disebu*an bahwa hak atas jalan sebagai hak asasi manusia narnun

kebemdaan jalan tetaplah sangat vrtal bagi bersemainya hak hak lersebut' ivlisaln'va' hali aras

pendidikan menjadikan setiaP orang memiliki akses terhadap pendidikan- Dilain pthak'

:sracques rhomassen. Reprcsentotion o!1! Ac?:il!!!i? qlT r1:T::,T:IT'en (Ed) Eiec"oru

a,.,i,'i'ii","ilto,',d,t,,o""r,biti+* oxtrord urriversirv Pr€sss' 2014' Hal' l-

";;;;;;1. a"'""", Etiko Potnk: Pttt'srPritl'iP Mo'ot Ddsor Kenesoruan Ltodern' Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta,2001 Hal l2l.;i".iir'* N" :: r*q uentt)' Asketl Quesnons on Econonic socidt ond Cu'l'ai Rahrs' office of the Unird

i-arions High Commissioner for Human RighE Hal' I 2'



negara sebagai pem.:ngku kewajiban memiiiki iugas untuk melakukan pelayanan terhadap

hak atas pendidikan lersebul Pelayanan lefiadap hak atcs pendidikan rermasuk sebagai

pelal'anan pubhk.

Seringkali. akses p.ndidikan sangat bcgentung pada aspek kelersediaan (atuilabiltt))

maupun <eterjangka:an (dccessibilityl. Pada as?ek kererjangkauan ini, jalan bisa berperan

untuk menjadi pen_chubung bagi rvarga yang memiliki kererbarasan jarak antara tempar

tinggal Jan jekolah terdekar, Penyediaan negam aras jalan adalah bagian oari pelalanan

publik dalam ranEka peinenuhan hali aras -rcndid-kan. Dengan J.r;,itian. pcmen;Ian aias lak

pendidikan juga meoriratkan tanglrng jauab unluk menlediakan prasaranarrya lerm.Lsuk

jalan Ha serupajr-rgl berlalu bagi alses terhadap keseharaa sena pekerjaan rang layak.

B. Negara HukrrD;

lde ncga:a hukum .udah menqemuka jarh pada masa Yunani kuno. .\dalah Plato delenr

karrenre L.eriurlul -'toouti lthe /rnr.s terj:rrahan lnggris) )ang mengihtrodusrr grgir3n ini

.jlrnJnJ \'m(\trn\J ,ulum norma msrupakin hal utama dalam pemerintahan nclJrJ bukJn

oran!rl Gaqas$ rrr lanias berkembang d- Eropa menjadi dua arus besar \xng

mereprL-s--nl3sikan traJisi hukum !'aig berlaku 1.airu tradisi Eropa kontinentcl denean

gasasan recrll1arr.r/-n-'-t Jan tonmon 16n, J_y-(iem dengan eaeasan rI/.,(,/ im nra.rl [{al .an!

rrrens.nuk.r drd d'-r:;rinsrp dari dua tradisi )ang b€beda ini adelah pcnempatan hul.:m

sebagai hal ian:l utiln3 dalam pemerintahar/nepln ts frcmad, o/,lanr..t.li Disamping itu.

pen-{homrJta se*i: iionsrsten neeara terhedap hak hak individu juga :nenjadi hrgi:rn ral

lcrpisahk.rn dcri neg."-a hu\um.!

l.hih i$iut. selclah ncmFerikan becera:a pandangan ahli tentang ncltara hu\Llnr_ lintlr

nengkualilikasi kara,r.-ri)rik nesara hukum nen_adi l2 prinsip grkol rang melipuri

l. Supremasr hukum isupremac\' ,:,flarv):

l. Persamair- calam hukum (Equaliry before the law);

J. A;as legalrtas lJuc process of h1}):

rl Plaro dalam Jirnl) Assrrdd'qre. Rd,rlru arr ,-/tr kL,a Don Kontr wt. tterujtl.tAon Cito.\egoto HuL ,t. datarn
Jrnrl) Asshiddrqie. .\hr-.8 .\'.ldrd Hukun \'ory D"-otrd,r, Nfahkamah Konsrilusi RepubliI Indonesia.
.lakana l0r)8. Hrl ll

" Phillipus iua:rdii Ha,ir)n Pe.ln,nn!J, Irukrh Brgi R,rltat Dl thdoketio. Bina llml]. Surabr\a. teE7. Hat
3t.
', _timt._ r_rp c,: Hat. t_i-lro
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l. Pembalasankekuasaan:

i Organ Eksekutifyang rndepcnden:

6. Peradilan bebas yang tak memrhak:

7. Acianl-a Peradilan Tata Usaha Negara:

8 Adanla Peradilan Tara Negara:

q. Pcriindungan hak asasi marusia:

l0 Bcrsihr demokralis:

ll \lcruprlrn sarana untuk merq.riuJkan tujuirn t'crnc{ar!.

Ii. lran:p.rransi dan kontrol sosral,

Dimensi lain irtambahkan oleh Hadjon. \'aitu tenlang sil!:asrn \csJra Ilukum Plnc-rsila

Konitp \tgx11 llukum Pancasila merupa\an irgre!:sI 'Jlri ptnlh:rc.ran tcrhar.lap scjarah ma:l

LrrrrpJu Jrn k:Lrirlteristik bangsa InJ.,nejiJ.'^ PL'nlhJ(.r.tn Icrhrdirf' nlJsu lil'rfilll

nrcnuntrrkl.ur h.rhrrl itle lentong neqarc hukum .ct'.rr.rr in:truttrcn Ltntuk nrcsu.iucku

Lr'cr,rhterr.rd ',rJah JiLenf,l padc nras^ Kerajaan Srirrijala df,n \laiJn.rhrl nrclultri l,'nscl

i.r./t.,.r,i .jJn i,allq..rr.rrai-:'Schin itu karakrcristik bung.u In,Ionc.r-r \r,rS Irlrrr!irlrr

kcrukunln d.m hergotong-rovong juga turut membentuk pcr.cp.i tcrh.r,lap ncsarr htllunr

\ irns JlrluksuJ.

Scl.un ttu. p.urJ.rn,:.ln ncgara hukum Plnca:tl.r lul.r l:i.r1 mcnrh.r.-r J:rn rn':n't:nl rti

rrLylenlhJn!.1n i.lc nagara hulum )ang berkembang r' Bahrra ir.lc ide dari luur sclama i:laslh

rclcrun J.rn Lompatibel dengan kepribadian bangsa- tentu akan mendlpal tcmnot drlJnl Lirtr

nilei bxngJr lnJcnt.ir. Schingga. secara prinsipil gagas:ln rl.lJrJ l:ulunr I';ncr.rl.r m:n,rntut

.rJ.rnr.r :u.rtu F.rncrlutahan lang tidak hanra mendasalkan pcrburtunnr.r p.ri-la aspcl' hulurtr

:rrr- n.rrnun J'crncnuhan tu.iuan berupa penlujudan kcstjahtcraan marTrrll:rt tLrl'r

IlcrufJl.rn h.rl r.r't.: her:ilet ,',rr5t',/,1 J.

l)rkaitkan r.lcngen Pengaluran Jalan. gagasan negara hulunl mcngan,ltrng nroksutl supare

ictiJp tJhlprn pcn r .'len ggaraan jalan haruslah melalui dan t'tr,Ja'cr pa,le hulrrm Sclein rtLr-

pcnrcltnlgaruan i.Llln harus dapat nlenlcnuhi trrjulrl hlrncglrlr ttrltuk mclllilluk.rn

kr'scjrhtcruun unrunr Kcseiahteraan umum bukanlah kes!-lahtcraan lang bcrpusat paLj:r i'rang

lcl orc -{ atau :cselintir orang. melainkan Lesclahlerlan untu[. srn]uir oran! 5''rtu

" Phillipur. (47 (tr Ilrl r)-
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Dlenlbirikan perlakuan yang lebih khusus kepada mereka lang rncntiliki tingkat kerennnan

lang lcbih sepe.i perempuan. anal anak. kelompok pcnrandang disabilitas- kelontpok

masrarakat adat sena kelompok miskin haik rang ada di perkotaan nrarrpun di;rrdesaan.

C. Kerveuaugao PemeriDtahaD Kola Suraba:-a Dalam Pentelenggaraan Jalan:

Pemerintah Kota Surabaya adalai bagian dari ,r-egara Kesatuan Rcpublik Indonesia. Pas:l

l88 nren\ankan bahwa negara kcsatuan dibagi atas bebcrapa daerah lagi tcrmasuk irerah

l()Lr \(l$iutnla. masing masing i.lacrlh tcrschut mcngurusi ,lrn nenualur urusan m:rcla

srnr.iri Llcngrn berprinsip kepada olononri ilan tug:rs pcnrhlntuu. L'rLr:irn drcruh :jciriir

Jcllnrnl JibJtasi ,)leh urusan pemcnntah pusr! )anB mckanismenrl diatur nlclalui unJang

untiin,:.,ii(a mcl-hat rumusan \ang adr. mcla pala holilarnrr p:nr.-rintah pusrLhh _\irn!

ncmriiii icsena:rgan dalam menentulrn urujrn .lpr seja rang Japet dilaksanakan olch

IcrcJp:rt hahcrapt unilang undanl \anll menlitlur tentarrl pemcrintehen Jiltrlh \i.ixu:l-

!.rri-;'-rj urrlcn ,rang lebih mcn\cluruh dialur denSJn unrlent unJ.rrr: trrrt.urr: p.nririr:-rh.-;r

Lrcrti Pcnl!luran tentang penrerintahan daerih tehh mcrrSrhnri pcruh.rhu hchrrrp.. Lr.i

I'cruh.rhrrr tcrsebut ada )ang secara kescluruhan rJ:n aila raug hcrsilrt nrr.irl 
-lcrrlhir.

tcrJap.u I nJane Undang Nomor ll lrhun lrrlJ lc lanr ['cn]:rintrhirn I)rcmh lang

ncn.r!,r'rtil.In Leberadaan t,ndang I nJang \r,nr.r: ]l Ilhun l,llrl \ilns nr.r:S.rlrrr ll:rr:rn!

suh\tirnsi \,anq sama

i)elan: i I tcntanr Pemcrintahan Daerah terdaplt pc:nl-'ril.rn Lrru\.lr_ .rntirr pc ).n lrh DU:.lt

jr'r.-.r'r pcincrintahan daerah Pcmbagian urusan leasl'l'ut Jrdrrrr\iLn llr\ ls.rs Jj\inlrrii:r.i.

uui,. rr..iiir-i., dar a5as luqas pernbantlran(rre./.,berr ir:r/t I luJlor: .1 rl nrenllt.iiirn l--,;r'..r

.l:-rs Jc:.IlaJlisJs: mcmuxt senr3ngal unluk alembjr!\ilr l.cp.rd:r elecrah Lcrren.rrts:'n rrrtul

men-]i:lur .cndrri (sebagian) urusan pemerinlahann\x r' S.-danSkan. pcdr x\15 'uS \

f.nr.i:nlurn'"e,rcnangan lang dibenkan kepada daerah lidaklan pcnuh. Je.'rrh hrn.r

mcmilili Lrncnanpan Yanu sanqal terbatas dirlam l1lll c.rre nrcnirhnk:rn r SuDrcILr itu.

JcLcn.cntnr'r nlcDsindailan adxnla pclinlpahan l.ircn.rnl.rn Ju;r p,:nrr.intlh pu..rt lc
instansi rcnikel raDe adc di dacrah.ll

' t'hillrp!5\l llrrr'..r.)l.P.nsontarHul,urnidnrinrslrrsr lnifr..rr (,rJ.rrlt\!idrLni\.A,r!P..j\..-{.r1,:n
l.:+erclas. llll I hr. . ll
'lbrJ
' lhiJ. h.:l I li
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PenBerlian yang spesifik tentang asas asas te6ebut Jrlga terdapat dalam ketentuan umum UU

2il2014. Undang-Undang No.23 Tahun 201:t tentang Pemerintahan Daerah memerinci di

dalam ketentuan umurnnya sebagai bcrikut:

Pasal I angka 8

Deseotral-isasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemenntah Pusat

kepada daerah oronom berdasarkan Asas Oronomi'

Pasal I angka 9

Dekorsenirasi adalah Pelimpaicn sebagicn Urusan Pcmerintahan )ang nrenjadi

k"n.nungun Pemerinlah Pusit keparla gubemur sebag'rr \\Jkil Pemerinlah Pusal'

f..puJu i'n.,u"ti \enikal di "iialah 
-tertentu danltau leprdc gubemur dan

bupari,/wali kota sebagai penanggun-l jarrab urusan pcrnerintahan umum'

Pasal I angka ll
rrg1, i"?i"nrr"o adalai pcnugasen d,rrr Pemenntrh Puset kepada daerah

o,oio. *tuk melsksenaku seblagran Lnrsan Pemerrntchan ;ang menjadr

t...anungon Pemerinlah Pusat atau dan Pemerinlah Daerrh prorirsi llepada

oo.rutt fttupu,"ntota untuk melaksanakan s'bagiln i'ruiJn Pem'rlnlahan ]ang

mcnJadi le\venancxn l)JCrah pro\ lnsi'

i)engan demikian- secara uaris besar. teidapat p'rsalllJJn l(tn-cpii Jntrrr i'(n!cnirn k(li!r

asas lersebul dalam peraruran perundang-undargan dencln pengcnien )rnS diberikan olth

para pakar hukum administrasi

U.rb l\-Lndang Un,rang \omcr:l lJhun lUit tcntJn-g i)t t(rintJhulr l)lcrah mcngalur

rcnt3ng urusan pemerintaha,r- Pasal 9 alat (l) nrengurall'an lcn(ang llit'itikiLsi uruiln

pcmerinrahan. Menurut pasal tersebut lerdapat (iga urusan pcmcrintahln lililu urusan

pcn,erinrahar absolut. urusan pemerintah ' konliuren scne urusln pcmerinllhan

umum Urusan pemerintahan Yang sepenuhn\a meniaJl le*enangan Penlerintah Pusat

Jii\r'rrl dengan istilah urusan Pemerintahan absolut scdanglan urusan pemcrinllhirn

ionkuren rner.rpaken urusan pemerinlehan rcn-l Jrhr':r Jnl'rrJ lL'nlcrinlJh pusat dcngan

pemerintah daerah.ll Terakhir, urusan pemerintahan umum mcrupakan urusan pcnrerintahan

l ang menlcdi domain dari Presiden selaktt KePala Pemerintahan'rl

Lrusan pemerintahan konkuren lerdiri alas urusxn pcmerintahan tajib dan urusan

pemcrintahan pilihan rang dibagi antara Pemerintah Pusat Daerah Pro\rnsi_ dan l)acrah

kabupaten kotarr Urusan Pemerintahan Wajib dibagr dalam Urusan Pemerinlahan \\ aiib

l ang rerlait Pelavanan Dasa' dan Urusan Pemerintahan \\ aiih rnng lid^k lerl'il P'-lxlin^n

I Pasal 9 a)ar (l) tJU Nomor 2l Tahun 20lJ rentang Pemenntahan Direah'

" p".ri s ,. 
" 

iS) uU l'l"mor 2l Tahun 20ll temans Pemennrahan Da'rah.

" p"'"i 
' 
il."itrl uu r,iomor ll Trhun :01{ tenlang Penrerinrah Daerrh
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Dasar. Unnrk Unlsan Pemerintahan wajib yang rerkait Pelayanan Dasar dileDtukan Standar

Pelayanan Minimal (SPlvf) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.rt Pelaya-nan

dasar tersebut meliputi :16

a pendidikan;

b. kes€bataq

c- pekerjaan umum daE peoatrrr ruang;

d. perumahan rakyat dan karvasan permukiman;

e. ketenteraman, kekniban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f- sosial-

Penyelenggaraan jalan rnerupaiian kegia:an yang melipu:i pengaturan. pembinaan.

pembangunan, dan pengawasan jalan.t' Pengaturar jatan adalah kegiatan pcrumusan

kebijakan perencanaan, penyusunan perencan.En umum. dan pen)'usunan peraruran

perundang-undangan jalan, Sedangkan, pembinaan jalaa adalal kegiatan penyusunan

pedoman dan sundar teknis, p€la)-anan- pemberdayaan sumber daya manusia, scna penelitian

dan pengembangan jalan.rs Disamping itu terdapat kata pemb:eguna-r jalan ;ang be:arli

kegiatan pemrogmman dan penganggaran. perenc.lnaan rehis. pelalisaraan konstruksi, sena

pengop€rasian dan pemeliharaan jalan-{e Tera-kJrir, pengarvasan jalan adalah kegiatan yang

dilakukan untuk mewujudkan tertib pengatu.an, pembinaan. dan pembangunan jalan.50

Jika dikaitkan antara p€nyelenggaraan jalao dengan klasifikasi pela)-anan dasar sebagaimana

terurai diatas, maka bidalg pekerjaan umum merupalian bidang urusan pemerintalan wajib

yang terkait langsung dengan penlelenggaraan jalan Hal ini setidrknla bisa dilihat dari

adanya direktorat khusus pada Kementerian Pekerjaan Umum l aitu Direktorat Jenderal Rina

I'larga-51

Sedangkan urusan pemerintahan yang tidak berkart Iangsung dengan pelayanan dasar

melingkupii

5 
Penjelas6n ltmum UU Nomor 23 Tahun 2014 lenrang Pemerintahan Daemh.{ Pasal 12 ayat (l) UU Nomor 23 Ta}un 2014 renBng Pemerintaha, Daenh.

" Pasal I afat (9) tru l8 Tahun 2004 Tenlang Jalan
a 

Pasal I ayat (10) Lru 38 Tahun 2004 Tenhn8 lalan.I' 
Pasal I aFt (l l) UU 3E Tahun 2004 Tentang Jalan.

e 
Pasal I ayar (12) UU 38 Tahun 2004 TenranS Jalan.

i' Bisa dialses melalui http:/&u.go.id/organisasi/ditjen-bina-marga
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a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindmgan anak;

c- pangan;

d. perunahan;

e. lingkungan hiduP;

i administrasi kependudukar dan Pencaratan sipil;

g- pemberda;-aan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informrlika:

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. p€nanaman modal:

m. kepemudaan dan olah raea.

n- statistik:

o- Persamlian:

p- kebudayaan:

q- PerPusukaan; dan

r. kearsiPan.

Bidang-bidang non-pelayanan dasrr tersebul tidak secara eksplisit berkaitan dengan jalan'

Namun, pada Pelalsanaaffl)a pemenulal bidang tersebul juga sangar dimungkinhan

berkairan dengan penyelenggaraal jalan.

Meskipun pembagian unrsait artar satuan pemerinraiann;a kelihalan sama narrun sejalin]-a

pembagian urusan p€merintahan kortkuren arttara Daerah Provitlsi detrgan Dacralt

Kabupaten/l(ota berbeda. Yang menjadi titik perbedaan adalah dalam hal skala atau ruarg

lingkup Urusan Pemerintahan 1.r5g5u1'l Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah

kabuparenAota mempunyai urusan pemerinolal masing-masing' namun telap akan terdapat

hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten'4<ota dalam

'r Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerirtahan Daerah
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pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar. prosedur dan krireria (NSPK) lang

dibuat oleh Pemerintah Pusat.!l

Di samping unsan pemenntahan vang tersifat absolut dan urusan pemerintahan yang bersifat

konkuren. dalam Undang-Undang ini dikenal adan) a urusan pemerinrahan umum. Urusan

pemerintahan umum menjadi kcrvenangan Presiden sebagai kepala pemerinrahar vang rerkair

pemeliharaan ideologi Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

l9{5. Bhinneka Tunggal Ika. menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku. acanra. ras

dan antar uolongan sebagai pilar kehidupan berbangja dan bemegara s.na memfasrlirasi

kehrdupan demokratis " Daiam pelalisanunnva. Presidcn dalam hal urusan p!'merinrahan

umum di daerah dapat melimpahkan kepada gubemur sebagei kcpala pcmennrahan pror insi

da:r dapar melimpahkan kepada hupati rrali lda sebagai kepala pemerinlahan

kabuparen kota.'j

Jari uraian rliata-;. bisa diembil kcsimpr,lcn bahr.a urusan lentant pcn_\ e lcit g{araan jrlcn

menunlt LIfr 21/201-l merupaken urujrn famenotilhrn $ riih rens lL-rkill l:n.trr.r;11 J.it.r;t

pela\anan dasar terutafia tlclrm kertcnnre den,:ar- pckcrjaan umt,ot. \lcskipun hlllllrn;.r
menrpakan urusan femerintahan !!ajlb dal&.:t hal pclaranan dasar- namun pen\clen(.ll.laraxn

ialan menempati posisi l ang strategis karena ia (jalan) mcrupakan penopang (prrsarani ) bc!i

pemenuhan hf,\ Jrn pela\ Jnrn \ anq bcrsilat non dasar

D. Praktik Pcnl elenggaraan .lalatr di Kota Lainnle di Indonesia

Dalanr penvusunan kchijak::n lcntang prultiL penyelcnggaraan jalan. saneat pcnting unluk

melakukan kajian perbandingan dengan daerah lain. Kajian ini unluk membenkan rambnran

tenGng pelaksanaan pencaluran .ialan sena mengidentilikasi sena m(nranlt:ifJst

permasalahan )'ang muncui.

Sub-bab ini akan melihat penealuran jalan di beberapl daerah ]ang berada baik di linclup

Provinsi Jarva Timur maupun diluar Pro\ insr -lar,,a Timur. Pilihan daerlh tersebut memtns

sengaja drlakukan karena sctiJakn,a dua alasan Pcflama. untuk pilihan silarah kora di

Provinsi Jarva l imur setidaknl a memlliki karaktcrisllk \ uridis-le\\ ila\ ahan \ ang rclatil sama

karena bemauns pada pemerintah prorinsi lang sama \airu Ja\a Timur Kedua- pilihan

daerah diluar.laua Timur diFilih ]ing memilikr karakleristik sosial lalg hampir slma
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dengan kota Surabal-a Dari rlua alasan terscbut diatas. tcrprlih dua daerah ]aitLl Kota

Pasuruan dan Kota Jakana.

Di Jarra Timur- lerdapat 9 (senrbllani Pemerinrahan Kota io Penrcrintah Kota lerscbrrl adalah

Kola Baru- Kota Blitar. Kola Kedrri. Kota lladiun. Kola \lal3ng. Kola }lojoleno. Kota

Pasuruan- Kota Probolinggo. dan Kota Suiabala. Dari scmbilan penrcrintah kolc lcrs'bul- ?

Lliantaran\a \'aitu Kola Pasuruao rtan Kore Surab:tl a mcnliliki pcngf,turrn t('rs'ndiri

tciteng j.rlan. Kesinrpulan ini bcrdasarkan penalitian i larncl (i/rlir,7,.'r rarird,"l \cJcrhans

d.nsan carr nrcngetikkcn b.'bcrapa kata kunci puda mcsin Pencari. Kata kata luncr tcr;ehut

eJahh pcr:.rturan ' ,hcrah_ pcrncrrntah- Lot;r- {neme masing nrasin{ KolJr- !'lllirDs-

j.rlan-. Sctclatr pcnsaliLan kata keu Lunci dilakul':eD. hanri Jua dac,:,h liri'! rrlcri;iili

pcralurJn Jaarrh \ar,S mL'ns:xlur julan iecara sPciilik P!-nlrturiur irlan \llnl IlJ.Ik 'P'iilik
t'rsr.ii[crcnruhen Ji bcbcrepr pcr]lurxn dacrah rcrutllnla nrcnlanrkut tcntanc p.rrlir trlu

rulrrr: scnl kctenihen unrun.

Di Koto Pesuruen. pcnlultur.rrr l:rlxl Jlr'.rm:r:L:ln l.rll:ll f'c:ltrrl l'-'i'rlrr.rl) l)rJ'rlt \' i:r.'i l

IJhun ll)lr tcntJn-l J.rhn SchtlLrntnl'r- trJ.lk eJr pcngiltu'en -Srrlln Jrrl.rnr benrul irc:.tLttr'rn

Jecrrh Pa..lil bagran konsrJcrnr rr.riirl)hlng- Lli:cbutLan hahsa irlusirn pcrlcrbit.rn ptrer lrri

adalah untuk mcn g.ixrr rntl,h kxn kc\\cnirngan pcnleltnsglrraan ixlan 'rnS sccrrrr rtrrhrllil-

ollh ptr.riur.rn l(riln.lrtr! rLnJJnSrIr ,llh.rlLlrt kcl)rJr ltni.rilltrh k(rlil \uLin ltLr'

pcn-luturen tcrharJap ielan Jiunltlp urscn jrkrrcnal*an lung:r !ltrl ialall \rnr 5'urSJt hcr!unu

bagi linlas trensponasi l ang senantiasa harus drarrrnken scna drtestarlkan lungsrnr r'''

\1anurut penitrlritn untuin Flda !,irdir lllln Kola l)rsuruln- {inlauen tcrhJJaP irl'rn nltr:rilrli

dimensi lang beragam Ragam larsthut lllencrlup asp.k tkononll- Polilik llnslLlnsrn \cnx

sosial huJa..i'" i).,ri ,.;'ci' .i(,li(!n,i- lrlrll Jip.tnJ.rng rch.rgli pr.t5.lr.trlr \trlr irl'trtllrlcr'

untuk n1c!\utuJkan :lirrrn f\cnrhx sunan dcngan nl.rlngLrtkrn pcnunrhuhu ci.,:r"nli'''

Pembangunan ialln heriait,.lcngan pcnlcnuhirn kehuluhiln maslarlkal aLan trrrr\|.'rlr'i \un{

\l.fle,, I).rlrn, \.1.rr \r,nlr a() l.Lhur l(ilr l.fi,i ! l., t J.nr l).tr.r \\rl.:\'ilr \'irlrnr'rrJ'r
l. r '.t Jr.rk'.. -'lrlrr

[Ur-!\\!]r.tf J.!Jl rrtrJ ll!!!LLll!!lLllLi!.! lll I r i)S lS .r < r: --!r!llnl!l
\onsia".r" ne",^,1."1lntrul b PLrrrurrn ihcrah Kotr pr:u'uan \omorl rrhun l0l5 r'nrar': l rln
'r Konsidcrarr nrcnimhrns hurul r PLraruran Dxtnh KolJ prsuruan Nomor I tahun l0l5 lcnlan!r rrl r'
'' PenJ.lasirn Lnrunr I'crarurrn DJ.iJh KoIJ p$uruJn Nomor I uhut j0l5 r'nr nSJ'rlirn
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arnan. nlaman dan elesien6' .Jalan juga dianggap hisa b('rPcriln scba-qai katalisator l-'lrgi

proses proses ekonomi yang melipuli prorluksi. distribusi sanlpei den,.lan lirhrp konsunl\: !r

I)ao rspek politik. kcberadaan jalan dimalisdukan untuk merekarkan ik,rtan antar darraht:

s.'hingga mendukr-rng semangal nasionalismc Selain itu. dari pcrs?cktil-f'tritik. jalan jugr

bcrkailcn erat dengan fungsi penahan]n dan keamanan Jalan rlenjadi instrumen ) ang el.L:ll'

unruk menopang mobilitas sistcm penahanan kearnanan.nt Dalanr k,rndisi damai. maka -alcr

mcnlali prusarana penting bagi penia,-raan keanlanan Jiba,rah koordrnast institusi kepoirsrer'

\lciti tlemikian- p!'rlu juga Lliriapkan skcnario untuk menganlisipasi kontli;i rJcrurat pcrant

[)cn:::rn ilcmikian- ialan nr.-niaJi instrunt.'n pcnting hagi nrobilrtrs nlrlitcr rl.rlarn lorJ:ri

ttr.uhrrt

I)rlilut Jari aspcl sosral hudelr- ial:rn luga nrcmiliki posisi 1an3 cukrrp .r...:nilikan lrlar

r;rcni.rili pcrantrrrr hrr.:i pcncmu.ur horiron hrrdr'.\:t lan-l hcrbeJa th,,tt ,tt r,t,,t"ttt; ,'t':

l'cncnlurn ini Jihur:rplln bisa ncniadr pcncuir bagi nilai nihr huJarr \rns ttriei'rt \riJnr't

i,ri n' Scll,in rtu- Jtn::.trt fL'ntnrusn clllr.r'\ rlr ttr'-l'r:l ::l.ri..: .!rr'.:r.r;'L-,:: :r'::lr ;'s;:r5r:::

.,'.iul J.rnS ntcngr:ruh frJr f(nrnslrtrn L..qlrhrcrr.ln t'Jk 5c!.rrr rnutcrt.Li nr.[:;,un:prrl:-ri

lcrrlhir. jalln mcniadi pcnlcnrbrtrn hagi siLap \Jng lolLYan. l)cngrn aJlrnre irlan n.rkr

rrr.rrrrrnrlinlrn srtu hudr\0 lrenrc ll huda\a larnnre schins-la lcrhrniL ktPahalllan rkal

rrruJlu lJrlg ItrhaJ.l. l'cnrrhrttr.rn ):rn! scmalcir l ini lkon urcrrngkrtklln ril..l l('lar: a\: .i::l::-

!,arsaDeuira \lciihat hal ini. bisa drsimpulkan bah$a tlngsi lrl.n liJtL[ harrrrr nrcrilii.r

ilspek clon,rnris scolillo nrnlun ir hcrl'cmhenT nrtniadi lcbih lomflcL: lcrllrr\uk i! g:l

Dihhat rlrri \trultur- I)aralurirlr Jtcrrh t.rrten!.lltlan Kolr Pusurttan tcrtilrl .i.rrr Il l\J.-..r'l

B3['dJr-]r'l.urprtpuluhc rnrlpr:ai. Ihh- hrh lcrscbut I:rdlri d.tri hcherirl':r hll l:litu:

il Brh I r( l.rn:r lflcnlurn unrllrlr:

b Ilah lltcnlrns !iit('rn irringrn.iiilan. lirngsi.i.rhn: strtrrs talln. drn Lclrr: t.rlln

.. ll.rh Itl lcntan{ hx!irn-batlrrl lJlan:

d Lhb l\. lelllan! pcntanladhn hnsie,l brglitn lrlrn-

c. []ah \ tcnlang lzin. rekonrcndasi ,lan dispcnslrsi:
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Bab VI tentang penlclenggaraan jalan.

Bab Vll tentang pembinaan dar pengendalian-

Bab VIll tentang DokumenJalan;

Bab IX tentang Kelentuan Penlidikan:

Bab x tentanS Kelentuan Pidera:

Bab XI tentang Ketentuan Penutup.

Peraturan daerah Kota Pasuruan lentanejalan juga dilengkapi ticngan Penlelasan

\leskipun dalam bagian konJideran dan penjelasannla me lebutkln tentang jalan }'ang

dirinjau rJari berbagai macam asP€k. namun pada kenlataannla perspektif rersebul tidak

nruncul Jatam rumusan Pasal pasalnla Tidak ditemukan lata nrruPun trase tenlang Politil:_

ckonomi- maupun sosial budrla dclam 16 pirsal ran{ uda dalam perda tersebut

\amun-l.yt:ail lirskunsan lcrdapal bcberapc pasal \ang nrcnlrlumla lcrma_'ul lenlang

lcharusJn unlul mclakLrlian kajian lcrhadap dampak lingktrngcn tcrhaJap jalan t'r\lDAt-t'^^

Selain itu- drlenr pcrdr lcr ehut l,,lJk ditcmukin .h5..:lJl I!'.I:lili lirnrsr ixhil llll i::l

menladi pcnting iups)3 tcrdapar konststen'i rerhadap apa lang suJ:h Jiuraikan diJaia:n

bauian kon:iJcran dan blgian pcnjelasan urnunr Bctapapun- Kota Pasuruan nrcrupakan saluh

dua dari 9 Kota di Jasa Timur r ang menrilik, pcrda tentarg jalan.

Daereh Khu:us Ibuk.)ta -lrlana juga memiliki pcraturen deerah 1er:g nrengetrlr llnt:ng i:l:r

Nleskipun dalam hal penamaan tidJk secara langsung menscunakan keta -ialan nlmun perdx

yang dimitrki -lakana ini nrengalur banlak hal lenlan-e lililn \omenllatur PcrliurJn iJcrrh

PioYinsi -:akf,(a l:rkait jalan ini rdalah Pcraturan Dcerah \onror i Tahun :01-l Tentang

Transponasi. Pilihan kata fransponcsi scbagai judul perda nrenlrng tcf''irl drkrrcnrkrn

:ul,)iJn\i )Jn! Jr.rrur Ja).rlr ptr,ia rnr trJrl hJnlJ l(rL.rll Jettl.rn l.rl.lt ,,rclarnLrn juie

menlangl'ut ltreta api dan pclabuhan.

Dalam konsideran bagian menimbang diseburkan bah\\a pcrda dibuat trntul xlgr'mlrrdkan

sisrem transilorlasr rang handal.' Ditambahkan. pcrda dlbuar untuk nrcntgerakkan

pembangunan Jan mcningkatlan keseiahtcraan maslarJkat 
6s Sebclutrnra. terdapat pcrda

6 
Pasal ll r\ar r j ) Pcralurrn Daerah Kou Pasuruan Nomor I Tahun 2015

o- Konsrderan menrmbong huruf a PeaLuran daerah Nonror5 Tahun 20ll tenlatrs I ran5fondsr

t
s

h.

i

j

k.
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yang memutt substansi yang sama pada tahun 2001, namun keberadaannya sudal harus

disesuaikan karena derasnya arus perubahan yang terjadi.6e

Terkhusus unnrk ja.lan, perda ini memuatnya dalam Bab lll. Adapunjudul dari Bab ini adalah

transportasi jalar. Pasal yang mengatumya dimulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 140

dari 262 pasa.l secara keseluruhan. Hal yang dian[ dalam bab ini meliputi:

Klasifi kasi Prasarana Jalan;

Terminal;

c. Fasilias Parkir;

d. Perlengkapan Jalan;

e. Fasilibs Pejalan Kaki;

f- Sarana 1 ransportasi jalan;

g. Lalu lintas jalan;

h, Arr$rutanjalan;

Dari beberapa hal yang diatur dalam bab tersebut. basian renran_e fasilitas pelaiar kalii oarur

mendapat perhatian. Kctentuan ini memb€rikan jaminan perlindungan bagi para pejalan kalii

yang biasanya hrrus mengalah pada moda transponasi darar yang lain- Troroar, ).ang

berfrtrgsi sebagai jalur pqalan kaki lebih sering digunakaa oleh kendaraan bermoror- Dengan

demikian. bisa disimpulkan bahrva pengaturan lenrang jalan pada perda -Iakana lidak

dilakukan secara terpisa-h namun dijadikan satu dengan menggunakan penjudulan

transponasi Selain itu. hak hak pejalan kaki juga nrenjadt perhatian perumus perda Jengan

m3nempark3nnya pada bab yang mengatur tentangjnlan.

Dari dua perda )ang mengatur tentang jalan tersebut- Kota Pasuruan dar .lakarra- Ftnrmus

perda di Surabaya bisa nrengambil ban; ali Delajaran terutama tentang subsransi apa saja yang

harus diatur sena karakteristik apa yarg menjadi pembeda dengan kota yang lain.

a.

b.

@ Konsrderan menimbang hwufb Peraturan daeml Nomor 5 Tahun l0 tl tentang Transpoiasi
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BAB III

EVALUASIDA^-ANALISISPER,\TUR\\.-PERUNDANG.UNDANGAN'

TERNAIT J.{LAN

Logika Kelsenian mengandaikan bahrva hukum merupakan sistem logika yang

tenulup (cloJed logrcal s|sten of norn|.l). Selain nu. norma \,arg ada rnembentuk susunan

)ang silatnla hirarkis. Dikarenakan sifatnla )ang lenutup- maka keberadaan sualu norrna

dalam suatu susunan )'ang hirarkis tersebut paslilirh saling lerkait Jatu rJcngan lln-l lain.

Terkait dengan jalan ini- lerdapal bcb€rapa pcrarurrn perundanean vanq sancat terkatt baik

sccarr \enikai keatas rlaupun secard horisontai. iiJali sernua psralura perurridtisan oidll

diuraikan dalam bab ini. Nantun. dari sekian peraluran perundans undangan akcn diprlrh

lang paling releran.

l. tndang-t nrlaog Nomor -18 Tahun 200J tenrang Jalao (Lembaran \cgara

Republik lndonesia Tahun 200{ \omor l12. Tambahan Lembaran \eg ra

Rcpublrk Indoncsia \ol:lor J{{{):

llisa Jikatakan bahsa l-;nclanr Lndang ini mcrupakan Lt induk ]ang mcntirdi r.urn sccara

subslansial balri pembuatfln peraturan daerah tentan-! jalan Dalam undanc undan! ini dimual

bebrrapa konsep konsep dasar )arrg diiadikan mjukan dalanr peraluran pcrundtnu undenr:an

\ang ada diba\!ahn]^. Baberapa konscp tcrschut lerJilpi.lt pidr 'oaeirn icicnir,.rn trmum

sepeni. irhD jalan rul. jalan umum. ialcn Lhusus. s(nr jalJn h(bas hamhalan

I)isamprng itu. Undang Undang ini luga memberil'air kewenangan kepada pcntcrinrih kota

rJalum hal pengelolaan jalan. Posal l6 a\ar (l) [:l -lalm men]ebutkan b.rhsa--llir'rrorlg

penrcrinrult k.tt! ldlon ptnrtlengg,tnntt piLu ntiquti pt n t!cnr!,tr,nrt ltti,: tatd".

I)cnran rumuslr seuracan ini. nraka telah ada pernl'ltasan t(rhadap pcmt,erlaluan perda

secara giogralis-adminisrraril kcpada pemerinrah Kora. Dalanr konteks Surabay a_ maka jelan

)ang meniadi keNcnangan Pemerinrah Kora Surabaya adalah jalan \ang bcrade di urle,,ah

Kota Surabal a.

Rrncian calupan kc\\cnangan pemerinlah koLa diarur dahm pcsal l6 alar (l) Iang bcrbunli
"llctetnutg pen\elenggurd n jolan kabuporen r dn koto. dojdrn dc:a sthrgrinwna

iinrtksul pttdt dv ll) Ll.ut erut t)) rarlil)uti lrtt,luttu<n. penthinuun. p,:nhLtttgntLn. Lltttt

p.'n,! \d\dn'- Pada pasal pcsal selaniutn)3. pcn!cnrrn lentaJrg pengaturin. pembinaan.

-! 
Lrhrl Pr\al I Brb I K.r.nlurn Lmum. UL: Nonror jS IJhun t.)or T.nrJns Jatrn
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pembangunan sena penga\\asan dielaborasi lebih laniur. Pemerintah Kota memilikr

kcuenangan tersebut namun sesuai denean kapasilas ker.'enan-qan yang dimilikinla.

Selanjutnya. dalam hal pemerintah kola tidati memiLiki kesanggupan dalam melaksanakan

ke\\'enangan tersebul maka ker!'enanqan tersebut bisa dialihkan kepada Pemerintah Provinsi.

Bunli lengkap pasal l6 ayat ({) adalah sebagai berikul -'Dalam hol penrcrintoh

kabupaen kotr: behtn dopat neiokanaku lebagian \eienatry,tlo sebagaimamt dimtksud

putlu utttr t)) Lfun a)d 12) peneintull kobupotett korLt duPol tienvrahkln \e$enong

ret'sebrt kepc.lu penierintuh prolirAi Subsansi pasal ini sebenainla merupakan

penqcjnrrantahan dari prinsip otonomi lant seluas-luasn\a dimana daerah diberikan

kesempatan untuk men!:urusi sendiri silalahnla sesuai kapasrtas lang dimitiki daerah

tersebut

Dalanr undang undang ini ,iuga disebutkan tentcng kertrkaitan inrplementasi und3ng undang

iaLn Jcngrrt peraluran pcrundangan rans latr. sebasaimana lang Jt.ilharkan Jalam

pcnlrl:r:rn unr,rnr Pcniclasan unrunr I l'-lal.rn mcnral.rk:r h;h'. a l_:;J:rp.rl krlerkaitan -tants

cr.rt.uir-rr.r I I lulan Jcngan t nJang t nJ.rng..rng l.rinnr.r. tcrut.rnle:

a. ['nrJrng unJang rans n]angatur lalu lintat.lon an3luian-jalan.

b. L'ndang unrJang r ang men-[alur penataan ruang-

e [-nJang-Lrndang ran-l nrcnuattriasa konstruksi:

d. Iinrlcng'undang lang mengalur peraluron Jas]r polok a{raria:

c I n.llng-undang l ane nrencatur pengelolaan lingkungen hidup;

i_ L ndrns-undrng !errg nrengalur pemcrtnlehan Jaerah:

!l t nJ.rrrg-Lrndilng )rng mcn!alur l.:rr rbJngan kcurni:.ur Pu:]l d:rn jx.rlh:

h. Undan-l-undang lang mengatur konsencsi sunlber dala alam dan ekL\slslem:

l. UnJanS-undang )'ang nrengatur taranualr Prsklel nrtrntrptrli rlan pcrsainllan usaha tidak

sehal: dan

j. Lndang-Lrndang ) ang mengatur perlindun-lan lt,nsumcn.

Dari urarol di.rtas bisa disinrpulkan bahrra t t -lirlan memang meniadi dasar ulama bagi

fenrbantulan peraluran dacrah tcntan..r J.tl3n lial inr drkarenakan L L: -lalan telah

membcrikiln ke\\enangan sec.fa alributil_ kcpada pemerintah kota untuk mengatur ialan

scsuai dengan kapasitas ke*enantan Iang JrmrliLinla
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2. Undang-Undang \omor 22 Tahun 2009 tcBtang Lalu Lirtas dan Angkutall .lalan

(LembaraD \egara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Ncgara Rcpublik Iodonesia \omor 50i5);

Ketcrkaitan antara LiU Lalu Lintas dxn -\nekulan Jalan (UU LAJ) dengan UU Jalan surrah

narrrpak sccara tersurat dari sisi pcnrberian judul Pada nrasin!! masine UU terdapat insan kata

irlan. Seccra substansial- t-:(: t-,U jusa memuar hal \ ang berkclindan dcngan jalan. Jika UU

jalan lcbih nren!ilur pcrihal jxlann\r. mcka p.ngaturan LILI L..U terasa l.'bih komprehensil

lli,l ini rlikarenakan p!'nsaturan didalcmnra tidak lcrbalas oada.ialann)a sa1a. melainkan

nrcrrcrkup pul.r llli\ itas ran!: dillLuLrn JcnS:ln nlcnssunulxn la:iliras iahn.

Sc.arir "trukrur- L Ir I--\.1 rerJiri Jcri lua nuluh dua b;rh dan lisa rulus Juu puluh enam pasal.

St(xrir luantilai- jurrloh p.rsaln'.r nrrL.,ni.rL \eurpir lirt.r klli hc:t darr t t' l- \J sebelJmn\a.

t nJJr,: L nJ.rn, \r,nrL'r l.l I:,1'un lq',1

IiLr.r)r lrrlsLup drri LL 1..\-l Jricla:ks Llll::nr pasel { ',.lli:rlln:[:rpnru bcrbunrr.

l'r.!l I

( n,krr,:-[ nJ,uty ut hLtl,tAu unrttk nttnthtnt (/ioDk r:1.,r((.r,r,iu Ldl Littto: lo1

.lngk tar.l,tltn \.nn.! tnhtti. 'Lldtt .t t,!t'tth. lo lLnco xl,tlru ,t LcgiukD grruk pinluh

KLttfurutn. t)ntn!. tl.tt: tttutt ho.ul Jt .hlut h fuyun,n rtn.< n,n!,:untkan toruno.

t,t,t',n,nr ,l,n ln:tltrar TtnJuAun,: l.,tlt li,:'.:'.1r,: !,;{:;:.;,: t:!.r: .!.t':, llqiurLut rLuty

htrl:utrttn ltt,gun rtgrttrt:i lun klrrttili/id\i Kcnlutuut lJcrnotor dtut Ptngenudi.

f(ntltltlrut hrlultr ltnros- .\tutn4n,n.i.r,r ,?.i,.;.;',r i..titi i,tu.t.' 'L,r ptnasokun h kunt

l,tltt I,nt,r',l,tn.lngkttto.tul,n

l)irl.lrn rlrrrkr pellL:rnuall h:l-cr.rp.l L.rl l,.ln{ lrnlrfJt n.lJ.r.u-rn l;:itirp turscbut. nraka

;cr:re;ilt.rh rrijih ntcl:rkularr pcnh:nrr;, lc;lait.1ca-:en irimhiriian- I I 1..-\.1 :;:mhcr;kan

ku\\anilnr.xt kcpada pJnrcrintah kote rrnq melrf,uti urclrpuli: x. pcuclirprn \rsaran dan arah

Lchiillln:istcnr lalu l-intas dln \ngkutrn Jalarr labuputcn kote yang ierinrrnnvl bcrada di

sllil\rh lilhuparcn kota: b penrhcrrun btnrhrngan. pelatihan. senitikr:r- Jan izin kepada

l.rusilh.rrn .rnllutun untuur Ji luhupercu koret Jrn c pcn!.ta\\ilsan t.rhx.l.lp pclaksanaan

l-rhl I lntar dan.\lrrkulan -lalan Liihufllcn kol.r

Sclrin mesrlrh p.nrhinr.rn- L L [-.\-l

untul nrcucurukirn k.'las ialen plJ.r

ketentuan pas.rl l0 a\at (l) hurul'

I)r'nrcrrnluh \lcnurLrt lrasel l6

1u!r nlcnlhcrilan kc\rcrrrnrirn LcfaJil fcmcrintah kota

:.lllll ml5 lalu Ilal rlri schagJll]).rx.i Jietuy dalanr

J renr uken diatur lcbih lanjut rJcng.rn l)craturau

I'll:irntlh Kotx iugo mcnrilil'i kc\\cnrngan unluk

23



menlediakan perlengkaoan jalan. Perlengkapan jata tersebut meliputi Setiap Jalan l ar-e

digunakan unluk Lalu Lintas gmurn r'tajib dilengkapi dengan pedengkapan Jalan berupa: a-

Rambu Lalu Lintas: b \larka Jalan: c- Alat Pemberi lsyaral Lalu Linta5; d alat penerangan

Jalan: e. alat pengendali dan pengaman Pengguna jaian. i aiat pengarvasan dan pengamanan

Jalan; g. lhsilitas untuk sepeda- Pejalan Kalii. dar penyandang cacat; dan h' fasrlitas

pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lang berada di Jalan dan di luar badan

Jalan.

De,rgan demikian. bisa dilihat bah\a UU L-{J luga membenkan serangkaian Le$enangan

kepada p.merintah kota rlalam hirl pembinaan dan pen \ c tcngsaraaa jalan- Selain itu' hal lang

pantas diiadikan catatan adalah substansi dalam L'U L\J tersebut memuat perlindungan hak

hak dari kclomPol rcntan ( r'rr/rrczrhle .gr o ps rights ntrl.tra\!rt!'tilll'

-i. I nrtang-[:n<tang \omor l2 Tahuo 20ll lentang Pembtotukan Peralur-ao

Perundang-unrtangan (Lembrr.,rn Ntgara Repuhlik Indonesia Tahun 20ll \omor

E2. Tamb.rhan l-tmhar.rn \cgara Republik Iodoncrir \omor 523J)i

I n,leng-t nJrng \om,,r l] tlhun l0ll lanli]n-l P'nt'cnluk3n PeraluGn Perundang

undangan tt'L Pll bcrisi lclrrns lJta c:lra pemb.ni'r\ln p'raluran Perundang undanca"r'

Sclain iru didalamnlalugr nrcmuat tata urutan (hirarki)Peraluran perundans undanean \'ans

nlanempJlkcn PcralurcD dserJh scbagai salah saiLr nome;iilaiur Jrri peraturan perundan:l

unrlanr:an lcrsebut

t t Pl juga nlcnlbcri Jralriln sccara teknis lentang Dcnrhiratan sena penormaan peraturan

pcrundanS undangan maupun naskah akademik yang meniadl pms)arltnya' Blsa dikatalia"r'

pcJouran tet.r cara p.run)u\lrn nlrslah akalemik inijuga bersunlber pada teatplare yang sudah

Jr'cJiul.rrr peJ.r l.rnrprr:rr I I tcr'chrrt.

Prial 7 r\ itl ( I ) Incnemprllun p'iraluran daerah kabuFat'n kola di posisi terbarrah dari hirarki

peraturan perundirngan l ang :,da Pasal lJ mengalur nralari mual:rn \itng suharusnla diatur di

dalam per,le raitu,lalarn rlnuka nlcnialankln otonolli da'rah senJ menialan'kan perintah dari

peraturan perundanllan r anr secara hirarkis lebih tinggi'

Dilatakar) dllam pasal 6l bah\a Pen\usunan peraturan daerah lang diberlakukan pada

pcraluran doerah prorinsi iuga berlaku sccura nurLtrr: nutunli: lcrhadap Peraluran daerah

Kota. Ilxl rni bcrrrti antara pcrJa prorrnsr dan kabupaten mcmrhki iogika mcLanisme yar_g

sama
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.1. Uudaag-Undang NoEor 23 Taiun 2014 tentang Pemerioteban Drerah (Lembaran

Negara Republik Indooesia Taiun 2014 Nomor 244, T.mbahs! Lcnbaratr Negara

Republik Iudooesia Nomor 55E7) sebagaimara telah diubah y.ng k€dua kali

denga! Uldang-Uodeng Nomor 9 Tohuo 2015 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tabun 2015 Nomor 5t, Tambahan Lembaran Negart Repnblik

lndoresia Nonor 5579);

Undang Undang ini merupakan bennrk penyempumaan dari UU Pemerintahan Daerah

terdahulu yaitu UU Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemenntahan Daerah. Sebagaimana telah

dikemukakan pada bab sebelumnya, UU ini memberikan panduan tentang relasi pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Terdapat pembagian unEan antara pemerintah pusat dengan

pemerimah daerah dengan mengacu pada prinsip negara kesaruan, Pembagian urusan resebut

terbagi atas unrsan pemerintahan yang bersifat absolut, konkuren dan urusan pemerintalan

rrlnuITl_

Terkait Jalan. kerlenangan pemerintah kota bisa dihubungkan dengan penyelenggaraan jala.n

)ang terklasiiklsi sebagai bagian dan ururan uajrb pemerintalan dalam hal pelayanan dasar

(pekerjaa.n umumlyang harus dipenuhi pemerinr:h baik pusat maupun daerah. Detrgan

demikiar. jelas brsa dilihat bahwa keberadaan UU ZjiZ0l4 menopang kewenangan daerah

dalam pelyelenggaraan jalan.

5. PeraturaD PeEeriDtab Nonor 3.1 Tahun 2006 tetrtatrg Jalatr (LeEbaraD Negarr

Republik Iodooesia fahun 2006 Nomor 86, Tambahrn Lembaraa Negara

Republik Itrdoncsia NomoL1655);

Peraturan Pemerintah ini merupalian peraturan pelaksaaa dari UU Nomor 38 Tahun 2004

lentang Jalan. Secara spesilik. beberlpa pasal dalam UU Jalan mengamanatkan pembuatan

PP- Diantara pasal pasal tersebut adalah Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasat 10, Pasal I l,

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal -10. Pasal 35, Pas.al 41, dan Pasal 62 7l

Pada pasal 123 alat (2) disebutkan bahrva Pemerinrah kota dapat melakuka.n pengambil

alihan ruas tertentu pada jala! khusus urtuk dijadikan jalan umum. Adapun hal hal yarg

harus diperhat;kan pemcrintah kota dalarn pengarr,bilalihar, :ersebut adalah :

a. unluk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;

' Konsideran bagian menimbang Pemtxan Pemenntah Nomor 1{ Ta}un 2006 Tenrang lalan.
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b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah;

dar/atau

c. untr.rk lebih meningkatkan pelayanan kePada masyarakat

Kewenangan pemerintah kota memang ridak banyal disebut dalam PP ini Namun PP ini

telap dijadikan acuan bagi pemerinta.lr kota dalam pelaksanaan UU Jalan Hal ini setidahya

dikarenakan dua hat. Perra.rn4 karena secara hirarki kedudukan PP lebih tinggi dari peraturan

darah. Kedua, PP memiliki substarlsi yanS secafa tekris lebih aplikatif daripada apa yang

lerruang dalam UU,

5. Peraturro PeEetiDtah Nomor 79 Tahuo 2013 tertang J'rir8'r Lelu Liltes dal

ABgkutaE JataD (LembaraD Ncgara Republik Indoresia Tahuo 2013 Nomor 193'

Taobaben LembaraD Negare RGPublili Iodoucsia Nomor 545t.;;

peraruran Pemerinrah ini dibuar rJalam rangka urtuk meneruskan amanat dalarn pasal pasal di

dalam UU LAJ. KetenluaJr lersebut terse!-'ar kedalam Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 2l

ayar (5). Pa'al 15 ayat il). PL\al J2- Pa\al il alat ('l), Pasal 45 ayat (2) Undang-L]ndang

Nomor 22 Tahun 2009. t-ingkup yang diatur dalam PP ini adalah:

a. Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Ruang Lalu Lintas:

c. Perlengkapan Jalan;

d, Tenninal.

e. fasilitas parkir urnum; dan

f fasilitas penduliung

Dalam hal rencana induk lalu limas dan angkutan jalan kota, maka pemerintah kota memiliki

kelvenangan untuk menetapkannya sesuai dengan lingkup kewenangan yang dimilikinya'

Adapun uai;n dari ke\renangan tersebut diatur melalui pasal 13, 14 dan 15 yang berbunyi:

Pas.l 13

(l) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota memuat: a prakiraan

perpindahan orang dary'atau barang menurut asal tquan perjalanan lingkup kota; b arah

dan kebrlaltan Peranan lalu lintas dan angkutan jalan kota dalan keselumhan moda

transporlasi; c rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kora; dan d rencana kebutuhan

Ruang Lalu Linras kota-
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(2t Rencana induk Jaringar Lalu Linras dan Angkulan Jalan kota dislsun berdasar.ian

Lebutuhan transponasi dan Ruang Kegiaran yang hersl:ala kora.

(l) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkuta[ Jalar ko:a sebaiairr_ana

dinaksud pada avar 1i.y merupakan arahan dan pedor.ran untuk a- pengemban-:an

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kora. b. integmsi artar dan inlra moda

tra-rsponasi tingkat kota- c. penpsunan rencana urnLm lalu lintas dan angkuran ialan

kota- d. pen\_lsunan rencana u:num jaringan jalan kora: e. penvusunan rencanc umum

jar.ngan tral:k angkuren perkon:n: f. penlusunan rencana unum lerinuan li::tas

u.:kulan baranq kota: g. pemLangunan Simpul kola: dzn h pengemb:ngun teknolcgi

dan indusui lalu linras dar' anghuranjalan kota.

Pasal l.l
(lr Pcnlusuran rancingan rencana induk Jaringan Lalu l_intas dan \ngkutan -lalan

kolr dilclula:r oleh \\:rlikot..

rlr Pc,l\usunan ren!anr iDLiuL Jaiingar, Lal,: Linll5 ian ,\t:li,Lratr .lalrn ;,\,1i,

:-.::::i:r::n: Jtrn:1,.uJ p:J: t!ri (l) dilakukan dcnpan m!- parhalikan: a doj,r,rlen

.tnt:lna laiJ rlirng \\ ii:).rh n:stonti; b dokumen renczna tata n,anll $ila\thpro\lnji: c_

Jolunten rencana rara ;uanr irilaiah kota: d dokumen renc3na Fcmbanrunar. jangka

panjang daer:rh kola: e. dokumen rencana tnduk Fer\eretaagian kota: f dokurren

rcncana induk pclabuhan nasional: g dokumen rencarur indul nrriLlnal i.:rJrr uJrrl- h

Joliunrcn renc.rna intiuk Jarin-:an Lalu Linras dan..\rgkutan Jalan nesional: ,lan i.

dokumen rencana induk Jerinqrn Lalu Lintas dan Angkuran .lalan p o\.:nsl.

Pasal l5

Rc rcana induk hringan Laiu Linns dan AngkulaD Jdlan kola sebagainrana JimrLi.jud

tlaienr Pesel l.l CilJtilFiitn dcn:rn P.r3ruran WaL](ola selel3h mendapat perlimbon{an

Gulrmur dan \lcnrcri.

Da:r uraian diatas- bisa dilihat brhsr pemerintah kotajuga memiliki kervenansan rane

cu'.up signrtilan rang dapat digunakan sebaqai dasar bagi penlelenggaraan jalan di

rinekar Kota
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7. Pcraluran llenreri Pckerjaan Umum Nomor ?8/ PRT/M/2005 tentatrg Legcr

.lalan;
pcreruran iuenteri ini nre ruat kelentuan reknis tentang leger jalan. Lcger lalan merupakan

Llokunlen )ang memuat data dan informasi mengenai pcrkenrbangan inionlrasl suatu jalan'

Data )ang termuat datanr Ieger jalan melipr-rti Leger jalan sekura ng-kulang n l a memual data

scbirgai berikut

x. dala identitas talan:

b. data ialan:

c pcla lokcsi ruas laian: oan

.1. data ruang rnilik Saian

l)rr.r iJcnlilJijrlen J.brgrrmrna ,limlksud pada a)al (l ) hurul I mcliputi:

a nr.rm,rr dcn nurra ru.rs jalan:

h nanta Pcnucnai taian:

r lirik i!\irl dJn rlhir icnr iurusanjalan:

J. iistclll .lJrirl::.rn jrl.rlr

c. Iirrgsi i:l.rn.

- ici.r. lri-n
l)irir irlcn \chil::oiiriirnit ijrniaii.uJ Pada a) al ( t ) hurul b meliputi dala ttkni'

h talan

r isnrhrlilx:

i. tr.(\\\ol!-Iil.

'^ fia;r:;lr;r 1-lll:l='".,i l.l r:::1r:

I nerlcnvirPun .rrlan: Jan

nt trnah Jasar

ll ) Pc-ta lokdsi ruas jalan sch.rg.:lnlana dimaksud pada al at ( I ) hurul c nrcmull

.r. titiL a\ll dan alhir rtrr.lclen:

h h.rta:.r.lnrinr.tr.r.r'

e p.rtol'lilirr:r-lrr.
J. pcrstrnpenr:en:

.i ic;nbatait: den

i tero\\oneitn

ll) L)ltr rutns mr lrk jalan :cb:rgrimana dimaksud pada a.rat l l ) huru t dmelrpLrti'

-.1 luas lahan:

I. ,lrtr p.'rolehan hak.rlll5 tanah.

. nihi ncRrlchatn. dan

J huktr rcnilik3t hrk Jtxs lirneh.

iirtuin dibuair;r.r leger jalan adelah unlLlk lilengetahui perker'bingan rLiii;rll,rl l-c!r'r;;:rli

tu!r hcrrllirnllal unttlk mcnSerahtli kelxlrJn negara mauPun oralrS nraupun rnsrrrnsr Ier'rklrir

Jokunrcn lcgcr nlcnlilikl kegunxarl sct'lgei basis data unluk k'giat0n p'n)elc'lgsaraan ialan
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scrta seba{ai dasar untuk melaksanakan tenib pemanlaatan. pemeliharaan dan pengarvasan

., il
J3ran.

8. Peraruran }leoreri PekerjaaD Umum Nomor ll/ PRT/}I/2010 lcntang Tala Cara

dan Perslaralan Laik Fungsi Jalan;

Peraturan \'lcnteri ini mengatur tentang persyaralan laik lungsi lalan. Laik Fungsi Jalan

adalah kondisi suatu ruas jalan yang mcmenuhi perslamlan teknis kelaikan untuk

nrcnrtrcrikun kcs.-lamatirn hagi penggunanla, dan pcrs,lratan uJnriristratil_rang mcrnberikan

kepastian hukum bagi penrelenggarajalan dan pengguna lalan- schingga jalan tcrs.but dapJl

diopcrasikon untuk Lrrnunr 
-'

\laksuJ iLns

bcriLur:

: Pr\rl I Pcnrluron llenren P\:k.trtrn I mum Nonror 78 PRT Nt ]005 lenlan-!
'Pasrl I l)ar (5) Peratumn Ilcntr4 P.l'.rjrrn Linrunr Nomrr ll PRT

Per\) rraran Laik Fungsi Jalan

,J:'ri ,Jif,,-r:tr,1a standar laik lungsilahn Jij:la:hn Llalanr plsal I s.-l'agri

Pasal2

( I ) ['crirlurrn \lcni.ri ,lir iirr.iisudkan untuk menetlpiin pcdonreir Jan standar tcknis untrk

ii'r!:r!.::i.:!.a,:: r:i; -:.:;r r.rliiesr scrta l^-nctapan [-alk I-ungsi Jalan uDiuk ;.rl.rn u:runr :.rr 3

na!liul t:11:rn nilsronai- Iill3n pro\ insi. dan jalan kabupatcn'kota.

(l) lrtJ curir dan pc15)urJtrn Laik Fungsi Jalan disusun dcn-rrn tujurn: a. nrcnuiuiJkan ten.h

pcn\elcng*araan.ialan leng mcliputi pengaturan. pcmF!nr-rn. pcmL.:nrunrn J.,n lcnga\JsLn

iular: Jr:: 5. l::s:Jr:nra lalan lang mcmenrlhi I'clcnluan I'cscl.rnuten. Lcl:rnc.rrat-

ckoxomis. dan ranrah Iingkungan.

I'cngaluran tcni:rng Lcirrl,:rn jalan me berikan pedonran tcknis h::;li g,crrcrinuh k('tl Jalunl

rangka pcny clcn3g.rr.rln t.rlan

9. Prraturon llcnlcri Pekcrjaan Umum Nomor 20/ PRT/\li2lllo tent:rng Pcdom:rn

Pemrnfaetan d:rn Penggunaan Bagian-bagi.tr Jalan;

I).tlnisi opcrisi(rnai J.rri ha-tiirn bagiar Jalan ad:lah bagian-hagian lel.ur reng mclrputi

rurn! nlJnla3l .irl:rn- rrrlng nrilik.talan- dan ruang penea\\'asan ialan._r \l-r.ing mesin: d:ri

konsr'p tersebut menrihli nrrkna sccara ruridis sebJgcimxna rLarl ,lid.'.lrin\ikan Jalrnl

pcnsc(ran penger(ian berikul. Ruang nlanlaal jalarl adalah ruan-l sepanllng lalatt lang

tlihatasi i'lch lebar. tinggi ,lun kedalaman tc(entu vang ditetapkan oleh prrtl eltrrg-lara ialan

tr1 l0lri r(, r.,ni LIr Cr.a d-n

t'.\lonrrn l'rrrranlrar.n' I'i,!Jl l J'ir ( j ) t'.rJrurJn \lcnrcn Pclerjaan L'rIuDr Nonror l0 PR I I\1 l0l0 r. r.rrg
J.lr l'.ns!unr]n Bi!rrx brsiJn lJlrn
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dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang p"ngu-u"'yu " R'ung

milik ja.lan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang

diperuntukkan bagi ruang madaat jalaq pelebaran jalan, penambalnn jalw lalu linlas di

masa datang serta keburuhan ruangan untuk Pengamanan jatan dan dibatasi oleh lebar'

kedalaman dan tingg, krtenhl.T6 Ruang pengawasan jalan adalah ruang tenennr di hrar ntang

milik jalan yarg p€nggunaarmya diawasi oleh penyeler,ggam jalan agar tidak mengganggu

pandangan bet'as pengemudi, konstruksi jalan, dan lirngsi jalan-?7

N{aksud dari dibuamya pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan adalah

untuk menjamin keteltiban serla serta pemanfaatan bagian bagian jalan sesuai dengan

perunnrkarurya.Tr Didalamnya juga memuat permasalahan izin, dispensasi serta rekomendasi'

Keuenangan pemerintah kota dalam hal inijuga din.vatakan dalam pasal 5 a)'at (7)

Adapun bun-vi lengkap dari pas6l 5 ayat (7) tersebut adalah sebagai berikur: Wesenang

bupati,'*alikota selal(u penyelenggara jalan kabupaten''liota dalam pemberian izin dispensasi'

dan rekomen,lasi untuk jalan KabupatenKota dilaksanakan oleh pejabat ]ang dilunjuk Dan

>ini blsa terlihat bahrva pemeritttah kota juga rnerniliki kervenanagan dalam 'ncnenrui'r'rr

pemantaaun bagian bagian jalan.

10. Peratureo MeDtcri Pckeriaan Umum Nooor l9l PRTA,/2o1I teDlaEg

Persy.ratao Teknis Jalan dao Kriteria Per'DcaoaaD Tel_ois JalaD;

Peratuan irlenteri ini sangat penting keberadaalurya Didalamnya memuat lentang Pedoman

reknis tentarg s-varat teknis jalan Adapun tujuan utarna dari PeratEan Nlenteri ini adalah

untuk me\\ujudkan rasa aman bagi para pengguna ialan'

ll. Perrturatr )lenteri Pekerja.r Uoum Nomor 03/ PRTAU20f2 tentaDg Pedomatr

Peoetapan Fuugsi Jalan dan Status Jalan;

Penetapa-i fungsi jalan dan s'.anrs jalan merupakan hal )ar':g sangsl Fenting' Disr:li diuraikr

perihal sistem jaringan jalan. Misalnya dalam Pasal 4 dijelaskan tentang sistem jariDgan yang

juga menyentuh leveljalan kota

'5 Pasal I ayar (l) Perarur.n Menteri P€kerjaan Umum Nomor 20/ PRT'vU20l0 rentang Pedoma' Pemanfaatan

dar Peng8unaan Bagian-bagian Jalan

" p*"riir" t:l p!.*-i Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT'{!?I0l0 rentans Pedoman Pemantiatan

dan Penggunaan Bagian-bagian lalan

' Pasal I ayat (6) Peraruran Y€nteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/lvt20l0 renran-

dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan.

'! Pasal Z ayat (l) piraturan Menreri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT'^4'/2010 rentang

dan Penggunaan Bagian-bagian Ialan.

Pedoman Pemanlaatan

Pedoman Pemanfaalan
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Pasal4

(l) Sistern jadngan jalzn menrpakan satu kesatuan janngan jalan yarg rerdiE lras siltem

jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang ledalin dalam hubungan

hierarki.

(2) Pusat kegiatan dalam sistem jarhgan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi PKN, PKW, PKL, PK-Ling, PKSN, Kawasan Stmtegis Nasional, Kawasan Sraregis

Provinsi, dan Kawasan Slrategis Kabupaten.

(3) ifuuasan perkotaan dalam sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada

ayar (l) meliputi Kawasan Primer, Kauasan Sekunderl, Kawala.D Sekuoder-ll, Karvasan

Sekunder-lll, perumahan, dan persil.

Kervenangal kota terdapat pada penetapan ruas jalan. Pasal 7 ayat (3) menyeburkan bahlva

penetapan ruas jalan oleh Gubemur harus mempertimbangkan usulan dgri s al i kora

12, PeraturaE MeBteri DalaE Negeri Nomor 80 Tahuo 2015 tertatrg PembetrtukaD

Produk Hukum Daerah;

Peraruran ltlenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 merupakan bentuk penrempumaan

dari Peraturan Menteri Dalarn Negeri nomor I rahun 2014- Isi Permendagn ini secara garis

besar memuat pengaturan teknis tentang pembentukan proJuk hui<um daeral )ang salai satu

dianraran-,_a adalah peraturan daerah. Pasal 2 Permendagri ini menl.ebutkan lcntang Jeuls

produk hukum daerah yang meliputi peratuan dan penerapan. Produk peraturan inilah yang

didalamnya terdapat pemturan daerah. Dalam Pasal .l ayat (2) Permendagn ini Juga

disebudian tentang lingkup materi muatan yang sehanrsnl-a diarur berupa pelaksanaan dan

otonomi dae.ah dan merupakan pelaksenaan dari peraturan penr[dangan yang lebih tinggi.

Selain iru. muatan lokal juga bisa menjadi substansi dari suatu perda, Secara lebih rerperinci.

Pasal 4 ayat (6) menyebutkan lingkup materi yang dianu oleh peraturan daerah

kabupatenl(ota yaitu:

Pasal4 alal (6)

Perda kabupaieo4(ota sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf b memuat materi nruatan

untuk menganu:

a, kewenangan kabupaten^ota;

b. kewenarga.n yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
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c. kewenangan yang penggunanya dalam daerai kabupalen'l(ota:

d kelvenangan yang manfaat atau damPak negatitnla ianya dalam daerah kabupate kota;

dan/arau

e. kewenangan yang Penggunaan sumber dayanla lebih:fisien apabila dilakukan oleh daerah

kabupater/kota.

Selain mengatur lingkup materi. Permendagri ini menga ur pu-a lentang pen)usunan program

pembentukan peraturan daerah. Pcn\ulunan _r_askah :rkden:ik iuga diatur pada pasal 22

sampai dengan Pasal 2{

Ilal -vang penting dalarrr Permendagri itri lc'kait JejlgJrl ieknik !en)-''lsuilan pii'Juk huki;rr'

daerah (perda) terdapat pada lampiran ll LamPiren dua menjelEkan secara ielail lentang

teknik peny-rsunan naskah aliademik lang berlaku untLk perda p:o\ tnsi maupun kabuPaten

arau kota. Secara garis besar. tidali ada psrbedaan -' ang melrcll:Jr antcra:cnielasan pcda

Pernendagri dengan apa l ang sudah drjelasl:an dalam LIU I 2 atahun l0 | I

l-irmpiran III Permendagri. memuat tentang contoh ststcn::llke nr:r'rt'': nu\rn-! r:(rJuL hulLrm

daerah besena desain font senajenis huruf )ang drpalar

l)engan demikian. Permendagn telah memuat substa$i )ang 'liharuskan scbauai acuan

dalarn pcmbentukan leraluran J3erah

lJ. Peraturatr Daerah Proviosi Jarla Timur Nomor I Tahun 201'l lentang

Petry€l€nggaraan Jalan Berkeselamatan (Lembrmn Deerah ProriIlsi lar}a Timur

Tahuo 20ll Nomor I Seri D' Tambabao Lembrrao Daerah Pror insi Jaua Timur

Nomor 37);

Dalam pasal 4 a)at (4) dltegaskan bahN3 i3ijli:i liij--nJi] \3rl! hirarkr: 'lrlanr pcraturan

deerah Dalam susunan yang hirarkis tersebut. kedudulan Peralu:rr dacrah pror lnti nrcmiliki

kerludukan lang lebih tinggi dariperaturan daerah kabupaten alau }iota

Di Provinsi Jarva Timur, rerdapat Peraturan darah 'rng :ren-l]tur lcntang .;alan laitu

Peraturan Daerah Provinsi Ja\\a Timur \omor I fehur l0l-l tenl:rg Penlclenggaraan Jalan

Berkeselamalan. Dalam perda ini dimuat tenEng ke\\ enangan Pro\ insi lil\ a Trnrur dalam hal

lalan Selain itu. Perda ini memuat Ielentuan speshk lang ntentlal'rr i':"t'rnc lrisan

ke\enangan antara pemerinrah prorinsi dengan pemcrtnlah kaL'rpaten atar l()la di Ja\\a

Timur tcrlait dengan jatan. Pengaluren tersebul dituangkan dal:ur Bah \ lang berjudul

ketentuan lain lain- Pada pasal 67 disebutlan bahNa:
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''Dalan hol plon lang ntenjadi ketenangtn Pcnerintah Llonturor Kubtqxtren Koro

nempunyai nilai slro!eEis bogi Penertntoh Protinti- uaku pen)elenqgut-at tt)u &tpdl

dikerjasonrakan antaru Peuerintuh. Penterinrah Pnttinsi tian Penerinruh Kdhtputctl KotLt-"

Dengan demikian, Perda Pror-insi Jarva Timur ini rsajib menjadi rujukan bagi daerah

kabupaten/kora termasuk Kota Surabala dalanr pen;usunan raperda lerkait dengan jalan

l{. Peraturan Daerah Kota Surabala \omor 12 laDutr 20tI tentang Rrncana'lata

Ruaog Wilal.,ab Kota Surabala Tahutr 201.1-201{;

Peraturan daerah ini mcmuat tanlang rencana ti,ta ruan{ Ltan tara rrilarah unluk Kota

Surabal'a tahun l0l-l-loil, Dcngan kara lain. perda ini memuar cerak biru arah penaraan

pcmbangunan !ang berbasis kerrilalahen. Bcrhiccra tentanq ruang- maka \ila\ah daral juga

merupakan bagiannla Seclra :pcsrlik. jalen juga ncnladi bagian dari hal run!: dietur Jrlanr

Ptrdc ini Jalan cukup bxnluk tlisebut sccerl cksplisil lelJm pcrJl ln:. lcrctlri sckirlr 156

kala jalan ada di cialam perrJa ini. K3rlr irlirn tcrsebar Ji bcberapa bagirn. \li:alnla dalanr

flasal l0 hunrl a Disebutkan dalam pf,strl tcr\.l.ur l,rh\:l fcnlJ lhti::rn :i:i.in iJrin:.rn

lransponasi m(-rupakan,lari kehrtaLan f.n!.:cnrh.rn!.:rn jrsl.'llt prr5irr:tru \!il.l).rh \0lir \c!rrl
terpadu Sclanjutnra- penlee.lb3n:t3n sisrem jarinr:an rran5pLlncii rcrschrll diur.rii.un Llaiunr

pasal I 1 (sebelas) a\at (l ) )ang berbun\i scbagai brnkut:

J nlengcmhan(-rlan lranjFr)nJ\r J.rr.rt r.rnr Jrktn:l.an.rkan -caJrir lcrpirJu JL'n!::rn :

L mengem bangkan Jaringan jalan secara berhirarki Jcngan mengutamakrn pcningkaran akscs

\ans setara arrtara koridor utara-selatan da1 koriJor timur-brral:

1. meningkatkan pelaJ'anan an3kutan unrunr pcnunprne ,lan h.rranlr JJI:rr) Jrn rnlirr lola

dengan mengutamakan algkutan umunr nrrssrl:

i. nrengcrnbanghan angkutan mas:Ji peri.ou;n herrlsis jaian ran! rcrinrtr,:nr:,i Jcngan rlloda

lrrnspodasi lainn\,a:

J. mcningkatkan kualitas dan kuanlrlas terminal anskulcn umun dan antamrrrda secara

berhirarki:

5. nreningkatkan pela)-anan prasarrna pcjalan kaki rang rrmah ba_q orang

berkebutuhan lhusus dan sejalan denSan penqembang.tn.iarinSan iulan dan Lauasan

lungsronal kota:
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6 mengembangkln dan meningkatkan kualitirs prasarua dan saranabagimoda lransl'rnirjl

kendaraantidakbcrmotor)angterlnlcsrasiJen,:.rnp<ngembanSanirringu]aIa:dan

karvasan lingsion;l kota:

7 mengembangkan transPonasi sungai sebagai pcndukung transF)nasi darlt dan s'lrana

wisata: dan

8. mendukung peningkatan jalur penlebcrangan Ljung-Kamal scbar:ai 1^-nghuhung :ntara

Surabala-\lar-lura rlisanrr!lng PengoPerirsian Jembalan suramadu'

Selain dalam PJsrl t() dan I l. PJsal 80 .iu':a nrcnr:rtur tcnt:rng irrlngen lahn tcrL lLrru:

nrasalah zoncsi untuk jlrinran transpona5l Zotlest t' rscbttt mcnur"rl fasll l:{) r}ri (:)

nreliputil

a, kelenluan umtim PcralurJn ztrnasl untuk prasaranl iirnngln |]lan htha5 h]lnlhxti]n:

b kctentuan unlll11 FaiJturJn zt:ne;i untul prr'irrr:u i;ring;:r;'rlan I': :

c kctcnruitn u Llnl pcraturan zonasi !tllluk Pr'l'rrl1nll i'lrlnlJn illlJn xrlc:l

d. Lctcntrt.rn umLlll Itrilluriln ronr:l tlnlu!\ fri:"lr'rn_! r'rrlnrrrl r'rl'rrl l\lltkt"r

e kelentuan umutll i3rci.:ran lonJ5l ulltuL prl:':r:r:ll ;ltinlan illan lokal:

Pcujelascn masin:: mrsin{ lonrsi rct'rsaitrana rcriner 'liatas 
dirrrlik'l'r:rcrrrl lchlh lctrll

pada .i\Jl J]:It 5e:rnlulnlJ

Serelah nr,'nguraikan heherapa peralurirn pcntndantan renq tcrlort barl 'larr rras rcnikul

rauprn horisonlll. bisa ditarik hc5!'rirf'l lt'lnlitll"n l'crlrrllJ t'rh\'r penli'ttetetr rrne:rngln

I^_raturitn dr.:rah tntrn'.: lulun ini m'rLrr_rl'Ln i':rSiltn Jlrri Pcncrtr'rn ilnllnrl LJ'rri pcrrturln

rang lebih tingui. Sehingga. terrlapat logrka \xnr kon5lstcll rnlitr:t fcrittrr'rn pcrunj.'rnurn

)ang lebih tinggi Jt-ngan rrnc.rnLrn ncr'ri''lrrn Jrcr'ril 1'rng Jrhtr'tt L"ltrr' hilh\\iI ncrl!rlrlrJr

tcntcng ialan juga sccara sislcmcliL 
'nsanJaikan 

atJenll ketcrprJ:rln dcngirn pcraitlrril

pcrundrnuan )ans sctingkat. I)cng:Ln t'lcnrrlian lidal ck n lcrlx(ii ncn!:lttrrrn 6";611 lcrll

pcrda veug tersilat tumlang tindih llel ini nrtrnhultilen seLali l'rgi hrhsr JrlJm itr'rr

nerara. hulium itu dipanJlng set'egri '.l'uf,h lolliL:r )'lnS lcnutup'
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURJDIS

Bab ini akan menguraikan lentang beberapa hal lang menjadi basis dalam pembuatan naskah

alademik y-ang nantinya digunakan sebagai dasar bagi rancangan peraluran daerah. Secara

Iimitatif- Iandasan tersebur sudah ditentukan oleh peraturan perundang undangan 1an-e

melipuli landasan Iilosofis. landasan sosiologis. dan landasan luridis. Raik LU Il tahun

301 I maupun Pcmr.'n,Jagri E0 lahun l0l 5 menl ebutlan dalanr lampirunnl a bahrr a IaniJlsan-

lardasen tcrsehut heru:lah terintcgrasi dalam srslcmllila nasLah aLademlk

Lardsan lilosofis memuat tent.ulg red.t(.,ri,g )'ang digali dar: pandangan hrdup bangsa-

kesadaran. cita hukum. suasena kebatinan. sena hlsalah rang bersumbcrlan pa,-la Pancasila

dan Pembulimn Lrndants Lndang Dasar l9-lj.\'Disrsi lain lerdapal lsndasan sosiologis

l-andasan sr)sio[).]rs menrual hal hal 1an.r bcrk.n3rn derrll3n lalta bahrra:uattr ptraturun

dibenruk pada prir,sipnrc umuk mereillisasikrn kchutuhan rak.atsl Kcbutuhan ini hisr

teruambarkan mclalui perkemblngiur mr5\.rruLrl an5 JiJ.rpat Ll.rri he.il L.Ltr.rn .c:-rr.r

sosiologis. Terakhir. terdapat landasan )uriJir ):lng memuat substansi tcntang kebera,l;rJn

peraturan perundang undanqan lanrr terkait llengcn msleri )'cn:r dibahas dalam rapcrdu

(crii/irg inr ) .\l D.rlam landasan l uridrs. a(an LJital'irr keberarJaan suatu peralurln pcrun,lar)t

undansan dan sisl kctarscJiaen to.rihriitrtl. rale\Jnsi s!'nr implculanlasi Darl iisi

ketersediaan- apaliah memang sudah ada peraturan perundangan ietinglal Kola Surahala

]ang mengalur jalan?. SelanjLrtnya akan drtclisrk lehih jarrh lagi apakah aturan tersehul

relevan baik Cilihat dan aspek naten maupun dan hlrarkln)a. Terakhir. akan dilihat 3paklh

sualu peraturan tersebur masih eleltri t'crlaku atau tirla[.

A. LandasaE Filosofis

Pada bagian asal bab I naskah akademik inr dilelaskan bahrva jalan memiliki Peranan ]a,lg

sangat penting bagi mahluk hidup rerutama nranusia. Peran jalan sangat bcrkailan dengrn

aks€s manusia t.rhadap hik asasr reng nrelcl'at padanla Spektrum )ang Ittas dalam hak asasi

manusia )ang meliputr hal sipil- haL polrtrk- hak ekonomi- hak josial. dan hak buda\a.lapal

'' 
l-ampiran I UU l2,l0l I renhng Pemb.nrulJn P.nrndan!undrnSrn Dida hairin srcren\arrka naslrh ltiJ.nrrl

dan lamprrar ll Permendagn 30 l0l5 renrrns t'.mb.nrukan Produt tlukum lh.rrh p!,lr brsran sisrcmJlLtr
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dikaitkan dengan firngsi jalan' Meskipun matra ekonomi lebih mengedepan' namun lingkup

firngsi jalan juga berkaitan dengan aspek yang lain Untuk itu, dalam sub bagian ini akan

diumikan aspck aspek tersebut secara filosofis kenegaraan'

Dikaitkan dengan Pancasil4 maka kebendaan jalan sangat erat kaitannya dengan gagasan

keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh r-akyat tndonesia adalah bunyi dari sila kelima

Pancasila- Datarn pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa gagasan keadilan sosial

dirangkai dan dibaca senafas dengan sila pendahulunya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaaan dalam permusyarvaratan per*akilan !l Dengan demikian' gagasan

kedaulatan rakyat sebagaimarn disebu&an dalam sila ke-empat dimaksudkan unruk mencapai

keadilan sosial. Dalan bahasa Soekamo hal ini disebut sebagai demokasi ekonomi

Keberadaan jalan juga bisa dikartkan dengan rumusan pembukaan UUD l9'15 lentang iujuan

b€megaJa. Setidaknya, lerdaPet liga tujuan bemegara men'Jrut pembukaan tersebut sr

Melindungi selunrtr bangsa dan tumpah darah Indonesia;

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskar kehldupan bangsa'

serta

lkut sena melaksanakan keteniban dunia berdasarkan kepada kemerdekaan,

perdamaian abadi. dan keadilan sosial.

Dilihat dari tujuar bemegara tersebut, poin nomor dua tentang kesejahreraan umum

merupakan konsep yang paling releran rerkaii dengan keberadaan jalan- Mengacu pada

pendapat Assiddiqie. jika pengalwan tersebur diarur melalui konsritr'tsi maka permasalahan

kesejahteraan umum merupakan salah dua dan tiga aspek konstirusi l-aitu konsritusi ekonomi

dan konstitusi sosial.!5 Konstitusi ekonomi berkait dengan prinsip prinsip dasar kebijalian

ekonomi yang dimuat dalarn konstitusi. Sedangkan disi larn terdapat pula kebijakan kebijalian

dalam permasalahan sosial lang dicantunJon dalam suatu konstitusi s6 Keberadaan jalan'

jrka dilihat dari fungsiny4 memuat dua aspek konstitusi tenebut'

Visi me*ujudkan kesejahteraan umum pada alinea ke'empat menjadikan lndonesia dapat

rerkualifikasi sebagai negara kesejahteraan (rvelfare slate) yang menemukan akar

I,

2.

!r Yudi Larif, Negoro PonPuda Historitrt[ RDstoDohos don :lltualitd\ Pancoelo PT

Uramq .la.kan  201I, hal- 19l.

" Or. k;ai oipoluAo, Sei Penahqaton Dan Pengo^otan Poncasilo' Kead on Sosiot Cv.
1985, hal. 7.

'5limly Asshiddiqi€, KorJtitLv Eko odt. ?f. Kompas Vledia Nusantar4 Jakana' 2010' Hal

" lbid

Gramedra Pustaka

Rajawali. Jakan4

11-15

36



historisisnya pada tradisi sosialis. Pada rapat Badan Penyelidik Usaha Kemcrdekaan

(BPUPK). Soekamo menjadikan kesejahteraan sebagai salah satu prinsip dari i prinsip dalam

ide filsalat bangsa (philosophisce grondslaagls: Selanjutnya- dikatalan oleh Soekamo

bahrla 1'ang dimaksud dengan prinsip kesejahteraan adalah ditandai dengan tiadanya

kemiskinan dalam lndoncsia merdeka.ts Tidak hanya Soekamo lang berbicara tentarg

kcsejahteraar Meski dengan bahasa _vang berbeda. gagasan itujuga disuarakan oleh beberapa

perumus undane undang dasar sepeni r\luh. Yamin. Soerio..A. Rachim- sena Soepomo.

\luh. Yamin dalam pidaton;"a meny'ebut tentarg kesejahteraan raklat scbagai --perubahan

besar rentang kesejahteraan ]'ang mengenai kehidupan ekonoml dan sosial sehari han lcng

mengenai dari putera puteri negeri-"8e Sc:rio. menanggapi tentang nr.nielang hadiml-.a

negara baru menlatakan bah\ta tujuan negara baru nantinla adalah rlc{3ra terrebul harus

''subur dan makmui'e0 Untuk rlu- dipertukan pcickonomian -rang sehat dan praklls )'ang

nantin\a mamou menopane kehidupan rlkyat ielata rane masih hiJup Jal.rnt ke-papa-an

sehingga permasalahan rendahnra pcndapatan mungkin meniadi Lrrk.',,r vrnq ularra.ul

Sementara rtu ,\ Rxchim t,trprnJrf'ri brh\\r pcnnxsJlrhJn pcrclL'nonr.rn hrru: luglr

memuat gagasan tannng nasionalisasi perusahaan peruahaan lasinr)."1 llak hak atas tanah

lang berlaku pada era kolcnial harus dikembalilian kepada raklat nrelalui pemerinrah 
ei

Soeponro dengan pandangan negara integralrstiLnya menlatakan bahrva pcrekonomian

disus,rn ,lcnsen o.rdaiarl:rn prinsip s,.rsiclrsnre ncgara.el Yang dir:ralsuJkan scbagai

perekononrian sosialisme negara adalah nceara menrainkan peranan penling dalam penalaan

kehrdupan perr-konomian denqan nr('ndonrinasi :ektor scktor r ital r aug rnclib.rtliul

kepentina:rn umum e'

Masa relbmrasi telah memberilan penuaruh rane sangat signiiikan rerhad:lp kanduflgf,n

muaten ir-nstitusr Bct'erape hal brrL diotur dalom konstilusi lcmr:rruk ,ilantaranta aJolah

Dengcturan mengtnai hak asasi rncnuri.r

!' R,,.,i.rr s,,/da.g 8.L1,, P t-llmik L \ohn t ,thd Pt,\tdpo" Keneturckodn tntlo tlt,j |BPLPKt dan Pa i,)

?c^LTdn L!"t!r,k^ddn h,..i,,6,d /PfAl/. 5elrrrrnrL Negir" Republik lndon.sra.lalana 1996. Hal 99.

" r'uar L:r't ,I, .,I Hal 518
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Ide ide dasar lentang HAlvl diadopsi kedalam Konstrtu;i tndonesia lang baru sehingga

menggeser slatus LlAIvl menjadi hak konstitusio ci llal ini tentu saja serrakin nremPerkuat

kedudukan hali asasi manusia dalarn suattt nesara ban-qsa- Tak bisa dipungkiri b'ahrva

keberadaan pasal pasal hak asasi manusia dalam konstirusi tidak dcpat dilepaskan darr

gagasan deklarasi unrversal hak asasi manusia' Ilal ini merrujud dalam Ketctcpan IIPR no

xvlVMPRilgg8 lenlang hak asasi manusia Dalam-tap lllPR tersebut- gagasan hak asasi

manusiadiakomodirdalamsuatuperaluranpcrundangundanganTap\lPRlersebutpada

uhapan s.larjuln]r dijc'likan bahan bagr pcnrbcntul UnrJang Url'la'-rg Dasar \RI i9l5 untur"

crunluskan rlncian hak asasi manusiu Yang akan dinruktubkan kcdirlam konsli(usl lang haru

pasca reibrma'i."6

Kcbciatlaan prsal_plsal rang menrangkut [l\\l senral:n mcnrhcriken ani pentin"] bagi

kcbcrldmn ielan llcl ini tidak lain dikarenakan Jlch Peran jalun scbegai prasaralil \ang

dapat nrcnrnantu..rrga ncg3ra unlul' nlcngekses hak hak asesi )Jn_q JJa Padan)a

.-sct\rgai :!nri,-.i.rn -ll:rs t'ct't:.tf'x t-]i:tn '!r:l!r' hl': !il'rt:r(rn f'''thrr:r f''r"rnrrt':r rer'c_r:rg:to

peratur:rn J:rcr.rh Lcntln-* jehn int mcnrilikL brsls liloiolii ;lrng k"lt'l: llltl 'ni dlklrcl:rl:lll

penlel!-ngglrrrrrl lir!31 merup'rkan bagian Jefl kct!ljiban negxra dallnr rJn_l]k] nlc\tuludkrn

uriuan bemc3ara tcrutama dxtanl hal menraiukan kesejahtcri:an umrlm \ang herli'f,Jilrn

.o-rill JrJr. -Jn!Jl ['(rLcscsurlan Jcnqrn nllal nilJi Jasilr Pancrsllr

B. Landasan Sosiologis

Su.rt'r\r nrtrLrfJkJn Lolir lcrbc5rr lc'luil di lndonesia setclah Jir[J(a ScLJrc dslron(rmis'

Korir Sur3b:r.r r.'rlctrk ant:rrr 0r- ll I rntang Sclatan dan I ll lf' s J lll jl l}-:iur timur''-

\\ila)ahn\f, nlcruFalan darirlcn rcnduh tJcngan kctinggian I6 lnclcr Jlrllss pcrmuk::n rl:

irur. ietLr.rii i. ichcllh sclJlirn lcringglun i:_:lJ 'r:eter Jiates pcrmukern lir Isut'-' B:usan

\\'ilayah Kr.rtc Surabala;dalalr schagui berikul:sebclah Ulara: Sclat \ladura Setrelah Iinrur

: Selar }ll,.lura Scbeleh Selaran Kabupalen Srdoarjo Sehelah Barat Kabupat:n Cresik.q.

t'r,JJr'- Lrr'Jt \r-:rrJ RtI' l_, h lr J''1r r'r I rl'''n lqri BLrlu \ lll
\l.rrr l),t ".,.,, '*t,"'" ,, 1.":'r'11 Dxn L<prn lrrr'''

/),,/.,n {,e} .Srrahdr,r,r:)!r'!\ -'rrli BPS Suraba}a l0lj'

'' \.blJh [.onrpr.h.nrrl Perut'alun t t'lJng
ll,,.r \rlrJr,, .Lrr fra,tu.}rl Hrl l'rtt
\lrhhnrJh t'in.r:rurr. irkrnr l0lll tlJ! 

'l_ 
Ii,lrn hsrL -jr]tL.rrl 5ur.lha)a. lx,dhJid

rr.i,ji,.rl"r'.s..r"r,1 h t;\ \nthtrtlti"'tl ht'! ta i't n1ts Dhn t'ahttLlJ r

38



luas rrilarahnra scluruhnya kurang lebih l16.16 I'nrl rrng tcrbagi dulanr ll Kccanratan dan

l6l Desa/Kelurahrnr""

Dari sisr den)ograll. Kota Surabala tergolong "ililah lang memiliki kepadatan pcnduduk

)ang ringgi. \lenLrul dala sensus penduduk tahun l0l0 set'agaimana dikutip dalam Surabala

dalam ongka..jumlah penduduk Suraba!a tercalal seiurnlah I76t-l87.rr I Jtunlah r;ri- Jalam

kcterangau lang l.rin. tliprolclsika,r akan lcrus meninslct Jari lahun kc trhun "'l Prda trhrn

lUllj. pcndudul' KoLr Surabala diprolcksikaD scbrnyuL 3.9 iutun.r"'Jurniah p.ndudul K()lr

Surahere nrcrupa\cn ]cng lenin-qgi dianlara kot! maupun kabupaten lang lain di lar'.a

linrur "''

(;amh:rr l. Tinglat Kcpddxlan Penduduk di Ja$a frmur l0l{

.a.6 O<.otv

t:,

, -*7-1
.j5! :' -: =-- r_J .- -\

: i.r--.1'|.f

I n,, b-.
I '-,.. r-

5r rl'.r r.,\J lliur l)Jl.n \n![]l(rl:

r:,., IlJl Sl

./.n1., /:,,1' I).r.'.,) r,ri.;
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Secara kuantitas. sampai dengan tahun l0ll- jtrrrlah kendaraan bernrotor di Surabaya

mencapai l-8 Jutaan "'j Sajian data lang menampilkan jumlah kendaraan bermotor tersebut

meng-rorer periode r',akru antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012106 Varian dari

kendaraan bermotor melingkupi sedan dan sejenisnla Jeep dan sejenisnla- Slation wagon

dan sejenisnla. Bus dan sejenisn;-a. Truk dan selenisnla' sepeda motor dan seienisn)'a' sena

alat beral dan sejenisnvator Sepeda motor merupakan lenis kendaraan bermolcr terban-vak

dan alat beral meruPakan.ienis kentlaraan \ang paling setlikit-r"3 \lasing-masin-e ienis

Lcndivarn hcrnlotor tentu saja mcnrilili I'erakteri:tiL;ang berltJr beil Jerr sisi ukura;r

(Jize) mauPun Cari bcrrl jenis (\\eight) K:ral'::iijlik ';rng bs:bs'Ja ini p:'Ja al'hirr'ra:kre

mempengaruhi ;alan bail dalarn hal Lonsruksi jalan hingga da)a rah$ jalan- Untuk lebih

lengkapnla bisa dilihat 3ambar 1

Camber 2. Brn\nkn\a Kendaraan Bermolor \ltnurul JcDiso)-a di Koia Surxb:r!a

I 534 
'53 

I A'5 :1? I Rm rr5

: ' rrr.:nr,r D.JJ,r l,.rlJ St,JlJrn ,, r/{lrfr 'r'l'i'
r.r\.JrJ,lalrm dolunlen inr hrn)a sanrPar Fada rahun l0ll

BP\ Surrbr\J lr)li. ()P

) ang diambtldari Polanras

Cr llrl i19 Datr ]3n.
Kora Besar Surabala
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Fakta yang sangat jelas terdapat pada gambar 2 adalah informasi mengenai trend ala,u

kecenderungan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tems merangkak naik. Jika

dibandingkan dengan tahun 2000 (dimana penda tentang jalan Kora Surabaya disahkan) tentu

banyak hal yang telah berubah. Dari titik anjak tahun 2008 sebagaimana terlihat pada ganbar

saj4 secara kuantitatif banyak hal yang telah berubah.

Disisi iain pembangunan jalanjuga terus dilakukan. Data yang dihimpun BPS Kota Surabaya

menunjukkaa bahwa secara kua itas terdapat penambahan panjang jalan dari tahun ke talun.

Jenis permu*aan jalan di Kota Surabaya terdiri dari paving dan aspal.rD -lerdapct 
beberapa

kelas jalan )ang meliputi aneri primer, aneri sekurder, kolektor primer, kolekror sekunder,

Iokal, klrusus, dalt jan1 unclassiJied.rlo Dari sekianjenis kelas jalao te6ebur. sebagian besar

dalam kondisi bagus.rrr Lebih lengkapnl'a Iihat gambar 3.

Gambar J. PaujaDg Jalan meDurut JeDis Permukaatr, KouCisi JelaD Beraspal datr Kelas

JalaD.

ir0l0. 201r totS ?mt7
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Rord CJ.ssft.lrt s
a. Art ti Pdn*i
b Arteri S.tund!]
c rohtbr Prin..
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.-
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soDos: t rDr Eln. r.rgi d.n P.ri.&r.r Kol. s{Eb.t.
'' tu;a uat. tzs
"o lbid.
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Sama dengan jumlah kendaraan- jurnlah ialan yang dibangun ]uga mernrliki kecenderungan

(lrcnd) )ang meningkat dari tahun ketahun' Secara umum' dalam tingkar provinsi' rasio

kcndaraan dengan panjang jalan tidak berjalan seiring sehrngga terdapat kecenderungan

',rah\\ a p€mbangunan laian akan sclalu tidak sebarding dengan pc;rambahar' kendar'an-rr2

Keberadaan Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan perindustrian sena pariwisata

menjadikan mognet tersendiri bagi penduduk diluar Suraba]-a' Elaborasi tenlang keliga sektor

tersebul terdapal pada bab 6.7 dan 8 Surabal a dalam angka 1Ol5- )logntude Surabaya ini

akan mempengaruhi pula penggunaan ialan' karena berbagai kendaraan Cari luar Surabaya

juga akan memasuki Surabara

Bcrbagar studi lelah menunjukkan bah\la terdapat masalah araupun potensi permasalahan

tcrkrit dengan jalan ini Lntul ltu_ ptnelillan tenlang keias jaian sangal dlhululikan untui

lln'ng.tahui bcbanjalan.ll] l'cr:ia'alehun trarsponasi rrmum di Surahala telah disorotidalam

\nlinah serra -'\rie \\ ida\ anli (cl.al) '\minah mcnlebutkan bah\\3 Surdba\a hetum memilik

\rir.nl lranifonir\i InilL{i!l }rlng h.,'1,,''i' Dolrrn anikel lan1l lrrr' \nrirah juga menvoroti

masrl:rh lcberpihelan pcn]crrnlrh kt'ta p'rda lcpentingm iaptt'rlisme dalam hal

pcmbrngunan .jalan "' Se.langl'an -\rie \\ idJlxnti (ct'alr lchiii nre \oroti kekurangan

prasarana Jalan.rr6 Boediningsih nrenloroti kepadalan lalu linlas )ang berimbas pada polusi

udara di Surabal'a.llr Pada anr'ielnle' Bocdiningsrh mengcluhkan edenr: '"etidaksesuaiar'

lclas lalan dentan pcrunlukliannl"'"' Ilul senada juga disin;pulkln o]eh alim dalam

skripsin;-a lang berjudLrl "Hrrbarrgrrn Xonltst Ltttgktngan Fts* Dotgon Kemacetan Lalu'

I i, ,)5 Di Kottt Su,uburr ""u Patl" skripsinla Alim menunjukkan bah\\f, \olume lalu-lintas

!ang tidrk setanding dengar, kapesitas lalan lang ada Ji Surahara merupakan pemicu

linlhuln\a kcniacctan lalu lrntas': .\i Il.r\in] l'ltrh rn'llluLirn sLuJt rcntlng pemeliharaan

,,: Srarrsrik iransponasi Ja\\aTrmurl0lj. Erilan Pusal Sralrsok Provrnst la$aTrmur' l0ii Halll_15 Brs!

d'akses mehlu' tPlarim so.idi'-ii*" i;-p""alr'a"" iucra t-alamemrk' K<las jalan D3emh untuk "\nsluEn thrans rEKNo slPll

volumc ll No 60 Aprrl l0l{ llal l5
,;iii,i.,,r,.rr,- r.,,,.p,,., nli pubti* dott i/Jt'rtrtos 1t,^\'drukot Pc.kotddn l ill :,1:1,
"' S,r, e.inot Konfi* tl,l Kontcstd't I'""'"'*"' n*-g X"t S*d'ao Mr\SY\R\r'\I lumal Sosiolo-ei'

.l0l!.ltal.rii;-;-.\i:r;\arr \et lt\ Pc,nnsdtahon Don PLngttthongan 'lnsk on L tn Dr A'''r sxrdbdrd lumal

Transponasi Vol l-l No I Apol l0ll' 5l 60
rl-\\ld\a$ariBoedinrncsih-SH-Nlll.r),''PJ^A'r'.* ' LttrLt 'sTetl JrP t'l.t\t LJio liotoSudba\

,ui^;"^i i..ix",lii.i s- 1,11 y611,rit \\ \n t0 \pr I t0ll rsrurrrs ukum rni\rrsi(as Narorrma

Suraha\a.

"'/b,l H,l l2l
"n iu. luiftahul Alrm. Hrru,Sdn KonJu I'otgAwgon

Szrrhdd. Stripir. Pen,hdilan Ceografi. L ni!er5rut \'gcrr
F'!A De EdD Kc"tdczld llr'Llttn! Dt t' td

Surabua.20l2.
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lalan dan men)impulkan bahsa pemeliharaan jalan di kota Surabaya kurang optinal.'''

Kckurang optimalan tersebut dilihat dari berbagai macam scsi diantaranya dart aspek

cttkli\rlas. efesiensi. kecukupan. responsivitas- sena dari aspek ketepatan.r22 Studi yang

sama juga dilakukan oleh \\'ah)-uningtyas dan Dewantara yang mengeluhkan tentang

kemacetan lalu lintas. Nlenurut wahluningtyas dan Desartara. 1'ang menjadi biang dari

kemacetan lalu Iinras di surabala adalah kurang berimbangnla kapasitas jalan dibandingkan

peneguna jalan. 'ri Selain iru- rcrdapat ,, is-nrunagement Wngdolaan lalu lintas.r2r

Keberadaan Kota Surabara scbagai kola parirvisata dan juga hudaya serta ibu kola Ja\\a

lrnrur. rrcnjadiLan jalan rirk 5akadar menia,li prasrrana transponasi dan kegiatan ekonomi.

Ilelainkan. jalan juga menjadi alang untuk mengungk.rpkan ckspresi dan aspirasi Untul

pcnurrn.:Lapan ekspresi rencntu. hal ini dapat dilihar dari kegiatan cat liee day da:l.car lrer

nrghr r ans dilakukan di ririk riliL jalan l.nentu dan pada $nkru tenentu

Selain nrcnjadi ji,rana bercksprcsi. jalan juga merjadi srrena untuk menl'alurkan aspirasi

\ rn ' ....1..- n , ^ !l't'. I L- !,! ,i li \llrtb:1.,3 i.:in!Lll: .!iitr.lil,:ln \\ehana unluk mclalulan

lc,lraran dcnronstrilsr prdil ntrrm-intunl !cncntu untui mcrnptnngrti suatu er'srr, sepeni parla

saJt hari buruh. hcri kebangLiran nasional. hari er.:li. h-rri ib,i aiau bahkan karnaral untul

mcralakan hari k.Irrerd.liaan l7 Aguslus dan hf,rij3di Surahale pada tangga! I I \'lei.

l)cnrun t'crrrriasinra Iung:r Jan kel:s j:!:r di\l:r\:r1 -!!'::lrc jemlah pcnduduk dan jumlah

kcndaraan. mala sangal perlu cliadakan pengcturan supal'e terjadi keseimbangan antar

i,erbagi]l nr:rcern kepentrngxn

C. Lrndasan Yuridis

S.-b:rgainrenr t:l.rh .li.icl.rrkcn p.:J.r ba5 brb asrl- hrhlr ia.niii-Lirrn jalan di Kola Surabala

suJah tcrseJia Jcn{en rlihuetruu peraturan dacrah n,xtrr lt, lrhun l000lentang penggunaan

jalan. Sampai dengan naskah akademik ini dibuat beiLrm acia prmbaharuan atau perubahan

lang dilakuLan tcrhadap perdc l!'rsehut. Rentan!: tahun antara perda tersebut dibuat dengan

tahun ini sudah mencapai l6 tahun.

't' ltL,t"m".l l.utnrirn \l Ilak nr \rx., rj, J/, /Jr /'J/,rlr.,,.r.,r kthtt.tArn Potllrrrun.loldn Kotu J, Kota
r,rl.nd-Jumal ri.brlikrn drn \lrn{.nren PuDlrk. \olunrel.\omorl- Jrnuan \t ll0l)-Hal 8

':' Chrisrrna \\'ahrunrngt)as dan Bagus Ginanjar Desanrara. Konsep Pcr!.rr;rn rrdnporklst Dt Kota
.Sx/dr,lu. Senrrnar nasronai ,\phlilsr Teknobgr Prasarana $ rh\ ah l0l L

43



Dalanr Lurun \\aklu l6 lahun tcrsebut terjadi beberapa perubahao yang bersilal mendasar'

Tcrkait dengan masalah jalan- perubahan tersebul sclidaknva meliputi dua aspek 1'aitu aspck

hukunt dan lakta sosial

Dari sisi hukum- tclah tcriadi pcrubahan peraturan perundang undangan di hirarki lang lebih

rin,rgi )ang mcn-qalur lanlan{ jalan. PeratJran perundan-s undangan tersebut sebclumn}a

mcniadi ocLran .lari pcrnberlakuan pcrda Kota Surabaya tentang Penggunaan Jalm

_scbclumnra- tl.rlanr hilsian konsic3rail Ncn:ingil- pera'.uren pcru;rca:rg undangan i:r,g.ll:::u

edrlah L ndang UnrJang \omor I I Tahun 1980 tentcng 'lalan dan Undang Lindang \otiror l-l

lrhun l9()l tcnlans l-llu l-intat Jln lnglutur Jal')Jr' Di tingkatan peraturan pcnrcrlntah'

lcr.lapJt .ltta J,,:rltttran pcrllcrrnteh rang jul1e n'cruprkun lun'nan alau peralurM Ptlirlrrn'l

Jrri ,llrr unLlus unJlnL schclunrnla )ritu Pcrrluran P'merinlah Nomor 16 lahun l"ti:

(clllilrr-! lJlln,hD l'cr]lurrn I'cnrcrintrh \omor _ll tlhun l99l tenlang Prasarr'nr Jan hlu

I inLr..lrl:r1r

\.rrtrrn r.rirr,lr r.rrh rh rrr ncr:!!Lrr:!n f.:o:rr'J-rr! !ir-.i-rf!:ln tr-ntxng j3lan poda ler'-l undang

LrnJ.urg i,.rJ.r lrh(rn ltnrt Jcn-:rrn jr itliu,_'^.iili: t .i I iii.rIiS Lndang Ntrrlor ls lrhuD lUlll

rcnrunr: .l.rlln ..h.rsri l.nss.r,i' t i :l i'rSi! I)r'lh'rlkan pada bagran konsiJcr'rrr

nttninrbrn,r hunrl c- b:rh\e t:ti ll i981, sudahllth\ \.'uJl rr3l Jcngrn:rntJngan Siot'al

Stlain itrr. paJa ul,un l(lt)9.,litetepkn I ntJanr l 'rJJn! \onor lf tang mcnr:atur lcntantl

l-alu Linla- dan.\n!.:kulirn lalan sct'agai pcnglantr dari tjU l-t/1992 Seuada dengan IiLr

tcnrang Jllrn. nr.rkr larJhihrn l-::rl i.ri.rJl !,:t'ih Jisebabkan karene adauta tuntutan

pcruhehen lkih:rt fcrkcnlt'angxn lingkungen ba'il if,ns 5ilaln\a naslonsl ntiltrptln

llltcrrrrsion.ll I)i.rinllns rlu. filJr ^r'rn,J Jirl-:t..'^-rn h.rhtre t (' l-l t99l sudah lidak numpu

lugi nrcn5:]l,,nro,irr lcnrt'.rhlrn lonJr.i ] rtli lr;l'rJ;

l'crubilhlrn f.ralurln pcrunLlnng uDdansan Padi linglJl hirarki lang lehih linlll (cnttl 
'3.i3

rkan hcrpcnglruh prLll strbstlrllsi nL)rma pcraluran pcrunJlnrrun ranu lebih rcndah (^c/r"i('/

rxr./r/t. I ntul itu. pcrlu tJiadukan pen\csuuiirll kr'ntcn bagi Peraluran perundantan vanq

['hrh rcrr,l.rh .rrf.r\., Ir LrL l(rirJI lnlo:1.i.1(n'l ll'tl1l.r.

[)ari aspcl \osial lr\nla n\lrtJ lalah l!.iadl fulr lcrubahan p'ruhahan' I'eruhahan tersebul

mclip ti rarirl,cl \.r1r-! mcmncnsaruhi Lchiiekan rcnlclenggaraan ialan \lisaln)a tcrkart

clcngan iunrlah pcn,luJuL lcr<Japat trend bah\\a runllah lendtrJul ccrtdcrul)g he(ambah'

SclciniLu. iunrlrh J:rrt.tcli lcnd:rrrlrl -iugr bcnanlhuh Jan Lahutl kc tahun I)isisi langlain_
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fungsi lalan juga mengalami perkembangan sehrngga tidak harya bersentuhan dengan

nrasatah ekonomi saja. melainkan juga meliputi masalah sosial. politik dan budaya.

Dengan demikian. dari aspek ketersediaan memang Surabaya sudah memiliki perda tenlang

penggunaan Jalan. Namun. dilihat dari keberlakuan lerdapat hal yang kurang sesuai lerulama

pada aspek kerenruan perundang undangan dart fakta sosial yang menjadi drivingforce-n;a

Dari aspek kesenangan. maka Pemerintah Kota memiliki keu'enangan untuk membuat

pcraruran di:ciah. Sctidaknlc. hrl tersebut bisa dilihat dari hirarki tata hukum di Indonesia

mulai d.rri vang teninggi sampai pada lEvel peraturrr Perundangan yang Iebih rendah- Sccrra

Konsdrusional. kerrenangan daerah untuli membuat peraturan daerah lerdapat Pada paial l8

Selain itu. pada lerel Undang Undang setrdaknva terdapat dua UU 1-ang membcriki'n

lc\\enangan sccara arrrbutif kepatia Kom Surabx\ a unluk membuat perda tentang jalan. L L

rr-rsehut rd:ll:rh LI Jllan Can I]L Perncnnlah Drcrah. Elaborasi tentang rele\Jnsi perrturrn

pcrunrlanuun tcrscbut suiluh Jipaparkrn pala tab lll tL'ntang elaluasi dan analisls tcntang

pcr.rtrrmn pcr'.rntl:rn g rrnrJlng:l tcrk:rit.
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH KABU PATEN/KOTA

A. Jaagkauan Del Arab Pergatur.tr

Terkait dengan subslansi yang akan diarur dalam suatu raPerda, naskah akademik memiliki

peran lang sangar pentinS. Bagian yang menyangkut kerangka sefla sistematika sualu

rarcangan peraturan daerah lerdapat Pada Bab V ini.

Rancangan perda ini dimaksudka-r unruk melakukan pengaturan dalam hal penyelenggaraan

jalan, Lingkup pen;-eienggaraan meiiputi kegiatan Pengatura.l, pembinaan, pembangurlan'

dan pengarvasan jalan. Tentu saja, penyelenggaraan tersebut terba',as pada ke\aenargan )ang.

dimilikr pemerintah kota SuEbaya )ang secara atributif diberikan oleh perarurar perundang

undangan ;-ang berlaku.

Sebagaimana lelah diuraik i dim,j.lia- pengaturan lentang Jalan merupakan bagian dari

keuajiban negara uniuk meur.rjudkan cira negara yaitu memajukan kescjahteraar umum.

B. Rurtrg LiEgkup Mrteri MuataD Pereturan Daerah

Secara garis besar. kelenruan normatifpada Permendagri 80/2015 telah menggariskan tentang

muaran pada bab V ini. lvlualan tersebut terdiri dari uaian lenralg : a- ketentuan umum; b

materi yang ala! diatur: c- ketentuan sanksir dan d. ketentuan peralihan.

Beberapa ruang lingkup ivtateri lang alian diuraikan dalam Materi Peranuan Daerah ini

antala lain:

I. KetentuaE UmuE

Ketentuan urnum berisi tentang de{inisi sena konsep konsep dasar yang diPakai dalam p€rd3

tentrng jalan. Beberapa defi nisi tersebut adalah:

L Kota adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surabaya-

l. walikola adalah \\'alikota Surabala.

4. Diras Pekerjaan Um',un adalah Dl'ras Pel:er;aar Umu-'n Bim l\{arga den Perr'1lusan K-ola

Surabay-a.
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5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Sumbaya.

6. Jalan adalah prasarana lEnspoftasi darat yang meliputi segala bagian jalan, lermasuk

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas lang bcrada

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di ba*ah permukaan lanah dan/alau air.

sena di atas permtrkaan air. kecualijalan kereta api, jalan lori- dan jalan kabel.

7. Jalan Umum adalahJalan yang drpenutukkan bagi lalu lintas umum.

8 Penlelenggeralalan adalah pihak vang melakukan pengaruran. pembinaan. pembangunan,

dan p3n93N'asen jalan sesr.rai Ccntan kes,enenga-rn1.a.

9. Penvelenggaman lalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan. pembinaan.

pembaneunan, dan peneauasrn jalan

10. Pcmantaaten jalan adalah pcndalagunaan bagian-bagien jalan selain peruntukannl-a

Il. Bangunan dan jarin!3n urilrrrs adalah bangunal dan Jaringan pendulun,: utilitas )ang

lL'rlelJk Ji iii.ir ,i.n :i.',, .ii 1..'.i:h permukaan ranah.

!1. Pcr,ridik aJrhh p!'jJbilr poirsr negara Republik Indoncsia alau peJabat pcg.rrrri ncgc

srpil lcncnlu rang ,jibrri iieirena.ng khusus oleh undang-uncjang unruk melakukan

pcny idikan

Il Pen). idikarr adalch scranrhral rirrdal<an pen_vidik dalarn hal J.ul rnenurut curr -rang Jr.rLu,

dalam undang-undcng unruk mencari serta mengumpulkan bukri yang dengan bukri iru

mc.nbual lcranq renrrng tind* Fidana ),fig terjadi dan guna menemukan rersangkan\a

lJ Orang adaiah orant pcrseoranqan alau badan usaha- baik lang berbadan hulum maupun

trdak berbadan hukunr

Il. Ruang LrogLup

Pada bagian ini akan diuraiLan t.nlang hab bab selanjuhya -vang melipuri:

a Bab II tentans sistemirringanJalan: fungsijalan: statusjalanl dankclas.jalan:

b. Bab III tentanc bagian bagian ialan:

c- Brb IV renrang pemanliat-r tagian bagian;a!an:

d Bab Y ientan-q lzin. rekomendasidan dispensasi:

e Bab VI rcnlang penlelenggaraanjalan:

f. Bab VII tenlang pembinaan dan pengendalian:

g. Bab Vlll lcrrrang Dokumenjclan:
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h Bab IX tentang Ketentuan Penyidikan;

i Bab X tentang Ketentuan Pidana;

j Bab Xl tentang Ketenluan Penutup-

Dari sisi substansi. bab lang rnenguraikan jangkar-ran. arah pengaluran sena ruang lingkup

materi muatan peraturan daerah ini telah mendasarkan diri Pada hal bal ;-ang sudah dirrraikan

pada bab bab sebelumnl'a Dasar tesebut meliputi dasar )uridrs sena lakta sosial )ang

melingkupin\a Hal ini menjadikan jangkauan. arah pe -Qaturan serla lingkup maleri muitJn

tetap memiliki llonsisr.nsi dangan peraturan p€nrnd ean maupun cspck lang lainnla
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BAB VI PENUTUP

Bab rerakhir ini akan memberikan bet'erapa catatan lang rrenjadi kesimpulan atas berhagei

hal )ang lelah dikemukakan dalam pembahasan sebelumn)a'

..\. KesimPulan

Dlri beberapa uraian rliatas. bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

lJuhs r Ptmcrinti:h Kotx memiliki keNenagrn dal:rrn h'rl pcnl clcnggarcan jal:rn scsurti Jenun

yangr tcluh ,libcril';D sccara atributii baikoleh I t ]S trhun llx)-l -lcnton-r 
'lahn nrauprtn

5.iiu uDluID rlch UU ll Tahun 201+ Tcntcng Pcmerintuhen tlccrah

Ilih\\r l'cnrcrinl.rh Kola telah meiliLi perJa \rng IDcn!1atur tcnlrns irlJn o'nnun

lr,btrldaunnra surllh rrdlk releva,r dikare!1akan lctlh l.rjsJi Pcrscscr3n beik,Jalam aspcl

r uriJisur: nrtrpun Jllilnr :rsPel dinarnika masr'arakrtnr e

I.r,\r,r. hllr..'..t Celern pcrde tL'nlang i3lan nilntln\'a saolstin\i ii'ttur Ill'n:'lri

fLrll. rl.i!:.rr.r.rn .rrlrx Kota Surat'ar I dlnrena JiJ.llamnr I rrcnrurt tcntrtng lcgi'lt_ur

f.irlii'u.r!r. ;-a!:r1r'rr.rn- pcmbangunan- dan pcnr:as;.aa ielun Jellnr oilt'IsJn l' \'irrn!Jil

lang dimrlrkr olth Kota Suraba!a.

S, ran

\lcn3ingri hchcrupa kesinrpulan cliatas. lnaka akan sangal lalakjlka nerrlurirn Jir'rrL tent n!

ialar Jrbtut itnr.rn melakukan pen\csuoian penresuaian t'liL J':rr 'i'i tunthi nlerrprrn tlnri

xrlcl .o\l.rlrr\ r
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